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ABSTRAK 
 
ANDI SAFITRI HAFIDA, A311 08 273. Implementasi Shariah Enterprise Theory 
melalui Value Added Statement untuk Menilai Tanggungjawab Perbankan Shariah 
kepada Stakeholder. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Hasanuddin. Pembimbing (1) DR. H. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si., 
Pembimbing (2) Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak. 
 
Kata Kunci : Laporan Nilai Tambah, Shariah Enterprise Theory. 
Saat ini kriteria penilaian kinerja perbankan syariah hanya mengacu pada laba 
perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan konvensional, dimana didasarkan 
pada proprietary theory dan entity theory yang mana hanya terfokus pada laba. Jika 
proprietary theory dan entity theory dianggap kurang sesuai dengan tujuan yang 
dimiliki oleh bisnis Islam, maka yang dianggap mewakili adalah enterprise theory 
karena dalam teori ini perusahaan tidak hanya berfokus pada laba tapi juga pada pada 
stakeholder, namun enterprise theory dianggap belum dapat menampung aspek 
pertanggungjawaban dan ketundukan terhadap syariah. Maka shariah enterprise 
theory yang dianggap lebih dapat mewakili bagaimana kinerja entitas bisnis Islam 
diukur dan dilaporkan karena memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas 
dibandingkan dengan Enterprise Theory (ET) dan dikembangkan berdasarkan 
metafora zakat yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perbankan syariah 
kepada stakeholders apabila menggunakan shariah enterprise theory melalui value 
added statement. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 
dan kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian berupa kinerja keuangan 
PT. BMI Tahun 2008, 2009 dan 2010 yang menggunakan konsep nilai tambah (value 
added), dan dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap terhadap hasil penelitian 
untuk menjelaskan secara rinci mengenai pendistribusian nilai tambah kepada 
stakeholder. Sumber data penelitian ini adalah Laporan keuangan PT. BMI Tahun 
2008, 2009 dan 2010 serta literatur terkait.Dari perhitungan menunjukkan bahwa 
terjadi kenaikan nilai tambah sebesar Rp. 192.984.742 pada tahun 2009 dan Rp. 
120.363.984  pada tahun 2010.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan 
distribusi nilai tambah dapat dilihat bahwa BMI bukanlah instasi atau perusahaan 
yang bersifat shareholder oriented. Dilihat dari laporan nilai tambah, BMI ternyata 
memiliki kepedulian yang sangat besar kepada stakeholders secara luas, yaitu Tuhan, 
manusia, dan alam. Kepedulian ini diwujudkan dengan kesediaan manajemen untuk 
mendistribusikan nilai tambah kepada semua pihak yang terlibat dalam perolehan 
nilai tambah, baik itu direct stakeholder maupun indirect stakeholder. Namun dari 
segi proporsional pendistribusian nilai tambah kepada stakeholder, BMI memiliki 
kepedulian yang maksimal hanya kepada karyawan dan nasabah (penyandang dana) 
sehingga diharapkan pada periode selanjutnya BMI juga mendistribusikan nilai 
tambah secara merata terhadap stakeholder lainnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
1.1 Latar Belakang  
International Financial Reporting Standards (IFRS) yang di rumuskan oleh 
International Accounting Standards Board (IASB) merupakan produk akuntansi 
modern “terbaru” yang merujuk pada internasionalisasi dan harmonisasi standar 
akuntansi. Banyak Negara yang sebelumnya menggunakan Generally Accepted 
Accounting Principle (GAAP)  yang dirumuskan oleh sebuah lembaga akuntansi di 
Amerika yang dikenal dengan nama Financial Accounting Standard Board (FASB) 
sebagai standar keuangannya kini mulai melakukan pembenahan untuk melakukan 
konvergensi ke IFRS sebagai  standar akuntansi internasional. Adanya perubahan 
standar akuntansi tersebut disebabkan oleh   GAAP yang tidak mampu mewadahi 
kemajemukan masyarakat dan percepatan bisnis yang ada saat ini. Sedangkan, IFRS 
menawarkan harapan mengenai penguatan arsitektur keuangan global dan mencari 
solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan serta 
menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan terhadap perkembangan bisnis 
yang kompleks. 
Namun, seiring berjalannya waktu akuntansi modern baik itu standar 
akuntansi  GAAP maupun  IFRS yang dikembangkan berdasarkan pada konsep 
proprietary theory dan  entity theory memiliki bias kapitalisme yang rakus, tamak 
dan serakah. Sehingga, menyebabkan ketidakmampuan untuk mencerminkan realitas 
1 
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non ekonomi yang diciptakan perusahaan, tetapi hanya mampu mengakui dan 
mencerminkan peristiwa ekonomi. Konsep tersebut menghasilkan informasi 
akuntansi yang meletakkan shareholders pada posisi sentral dan menimbulkan 
destruksi terhadap kehidupan manusia dan alam (Triyuwono, 2006).   
Menurut (Godfrey, Hodgson 2010) entity theory dirumuskan dalam 
menanggapi kekurangan dari proprietary theory yang memiliki status hukum yang 
terpisah dari sebuah perusahaan. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa perusahaan 
merupakan entitas yang terpisah dengan identitas sendiri. Teori ini melampaui 
'asumsi entitas akuntansi' tentang pemisahan bisnis dan urusan pribadi, dan 
bertanggung jawab terhadap shareholders. Akibatnya, informasi yang di sajikan 
akuntansi modern berbau egoistik. Selanjutnya, sifat egoistik merasuk ke dalam cara 
pikiran dan pengambilan keputusan para penggunanya. Pengguna menjadi egois dan 
realitas yang diciptakan juga menjadi egois karena hanya berfokus kepada profit dan 
profit, tanpa memperhatikan pihak lain.  
Jika entity theory  dianggap kurang sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh 
bisnis islam, maka yang dianggap mewakili adalah enterprise theory yang lebih baik 
dari entity theory, karena memiliki nilai egoisme yang jauh lebih rendah dan 
menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada dalam satu tangan yaitu 
shareholders tetapi juga stakeholders (seperti, pelanggan, kreditor, manajemen, 
pemasok, pemerintah). Seperti yang di katakan Harahap (1997) dalam Triyuwono 
(2006) bahwa enterprise theory lebih lengkap dibandingkan dengan teori yang lain 
karena melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban sebagaimana diungkapkan 
dalam pernyataan berikut ini: 
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Kalau ada pernyataan mengenai postulat, konsep dan prinsip akuntansi islam 
itu maka saat ini yang bisa saya jawab adalah masalah ini tidak semudah yang 
saya bayangkan. Tentunya untuk merumuskan ini perlu pengkajian 
multidimensi. Yang jelas literatur  sampai saat ini belum bisa menjelaskannya. 
Tapi dari postulat,  konsep,  dan prinsip yang ada dapat kita saring mana yang 
sejalan dengan konsep islam. Misalnya, konsep mana yang dipakai dari ketiga 
konsep : proprietary theory, entity theory, dan enterprise theory? Maka akan 
saya Jawab enterprise theory karena lebih mencakup aspek sosial dan 
pertanggungjawaban… enterprise theory menjelaskan bahwa akuntansi harus 
melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat. 
 
Dengan memperhatikan pendapat di atas, maka dapat di simpulkan bahwa dari 
ketiga teori tersebut, enterprise theory yang berorientasi terhadap aspek sosial dan 
pertanggungjawaban. Namun, enterprise theory dianggap belum dapat menampung 
aspek pertanggungjawaban dan ketundukan terhadap syariah. Oleh karena itu, 
Triyuwono (2006) mengajukan konsep shariah enterprise theory yang dikembangkan 
berdasarkan metafora zakat yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. 
Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-
nilai maskulin dan nilai-nilai feminin. Shariah enterprise theory menyeimbangkan 
nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) 
dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya.  
Dalam syari’ah islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit 
diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu  zakat. Zakat (yang kemudian 
dimetaforakan menjadi “metafora zakat”) secara implisit mengandung nilai egoistik-
altruistik, materi-spiritual, dan individu-jama’ah (Triyuwono, 2006). Dijelaskan juga 
bahwa stakeholders dalam shariah enterprise theory ada tiga yaitu Tuhan yang 
merupakan pusat dari segala sesuatu di dunia untuk menjadi tempat kembalinya 
manusia dan alam semesta, manusia yang diciptakan Tuhan sebagai wakilnya di bumi 
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(khalifatullah fil Ardh), dan alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi 
mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia.  
Menurut akuntansi syariah idealis, digunakannya syariah enterprise theory 
sebagai konsep dasar teoritis berdampak pada “kekhasan” pencatatan transaksi dan 
akuntabilitas laporan. Pencatatan transaksi dan akuntabilitas laporan harus memiliki 
keseimbangan akuntabilitas finansial-sosial-lingkungan dan materi-batin-spiritual, 
memenuhi prinsip halal thoyib, dan bebas riba, serta menggunakan beberapa laporan 
keuangan kuantitatif maupun kualitatif bersifat mandatory (Mulawarman, 2009). 
Shariah enterprise theory  memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas 
dibandingkan dengan enterprise  theory.  Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi 
sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang 
dapat membangkitkan kesadaran keTuhanan. Konsekuensi dari diterimanya shariah 
enterprise theory  sebagai dasar dari pengembangan teori akuntansi syariah adalah 
pengakuan income dalam bentuk nilai tambah (value-added), bukan income dalam 
pengertian laba (profit) sebagaimana yang diadopsi enterprise theory (Triyuwono, 
2006).  
Dalam kaitannya dengan pemenuhan akuntanbilitas laporan keuangan bank 
syariah, seorang pakar akuntansi syariah merekomensikan laporan nilai tambah 
(value added statement), sebagai tambahan dalam laporan keuangan bank syariah 
(Baydoun dan Willet, 2000). Laporan nilai tambah menurut Baydoun dan Willet, 
merupakan laporan keuangan yang lebih menekankan prinsip full disclosure dan 
didorong akan kesadaran moral dan etika karena prinsip full disclosure merupakan 
cerminan kepekaan manajemen terhadap proses aktivitas bisnis terhadap pihak-pihak 
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yang terlibat di dalamnya. Kepekaan itu terwujud berupa penyajian informasi 
akuntansi melalui distribusi pendapatan secara lebih adil. Adanya laporan nilai 
tambah telah mengganti mainstream tujuan akuntansi dari decision making bergeser 
kepada pertanggungjawaban sosial. 
Kaitannya dengan pemenuhan akuntabilitas laporakeuangan bank syariah, 
dengan belum dimasukkannya laporan nilai tambah (value added statement) sebagai 
laporan keuangan tambahan dalam laporan keuangan bank syariah, maka dari itu 
perlu di ketahui bagaimana pertanggungjawabannya kepada stakeholders.  Karena 
laporan laba rugi merupakan laporan yang lebih memperhatikan kepentingan direct 
stakeholders (pemilik modal), berupa pencapaian profit yang maksimal, dengan 
mengesampingkan kepentingan dari pihak lain (karyawan, masyarakat, sosial dan 
pemerintah), sehingga profit yang diperoleh distribusinya hanya sebatas kepada direct 
stakeholders (pemilik modal) saja. Sementara dengan adanya value added statement 
sebagai laporan keuangan tambahan maka  kemampuan bank syariah dalam 
menghasilkan profitabilitas dihitung dengan juga memperhatikan kontribusi pihak 
lain seperti karyawan, masyarakat, pemerintah dan lingkungan. Sehingga profit yang 
diperoleh dalam distribusinya tidak hanya sebatas pada direct stakeholders saja 
melainkan juga kepada indirect stakeholders. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Implementasi Shariah Enterprise Theory melalui Value 
Added Statement untuk Menilai Tanggung Jawab Perbankan Syariah kepada 
Stakeholders” 
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1. 2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini 
dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yaitu bagaimana 
pertanggungjawaban perbankan syariah kepada stakeholders apabila menggunakan 
shariah enterprise theory melalui value added statement?. 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban  
perbankan syariah kepada stakeholders  apabila menggunakan shariah enterprise 
theory melalui value added statement. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Bagi Penulis 
Dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai shariah 
enterprise theory dan value added statement. 
2. Bagi Bank Syariah 
Dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerapkan value added statement 
sebagai salah satu laporan keuangan tambahan. 
3. Bagi Masyarakat Umum 
Dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan 
sebagai bahan informasi untuk mengetahui pertanggujawaban perbankan 
syariah baik itu kepada Tuhan, manusia, dan alam. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
Proposal ini terdiri atas tiga bab yang tersusun secara sistematis. Adapun 
masing-masing babnya secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini memberi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian,  serta sistematika  penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini merupakan uraian mengenai landasan teori berupa  teori-
teori yang relevan sebagai landasan dalam penelitian ini, hasil 
penelitian terdahulu serta riset-riset terkait dengan judul penelitian. 
BAB III METODA PENELITIAN 
 Bab ini memuat tentang pendekatan penelitian, objek penelitian, 
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 
data yang digunakan untuk mengolah data. 
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia 
dan penjelasan mengenai produk dan jasa dari BMI. 
BAB V PEMBAHASAN 
Bab ini menyajikan hasil perhitungan data sesuai dengan teori yang 
digunakan serta analisis dan hasil. 
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BAB VI PENUTUP 
Bab ini memuat intisari akhir dari penelitian ini, dan implikasi yang 
didapatkan dari hasil data yang dilakukan, keterbatasan yang ada 
dalam penelitian dan saran-saran yang ditunjukkan untuk penelitian 
berikutnya.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Konsep Ekuitas 
2.1.1 Proprietary Theory 
Terjemahan proprietary dalam bahasa Indonesia menurut Oxford-Erlangga 
diartikan sebagai “(milik) pribadi”. Menurut Littleton (Vernon Kam, 1990 p.302) 
proprietary adalah “substansi” dari sistem double-entry dan sejarah munculnya 
akuntansi berkaitan dengan proprietorship. 
Persamaan akuntansi konsep proprietary theory adalah : 
Proprietorship/Propritor’s Theory  =  Asset  - Liability 
(Ekuitas Pemilik         =     Aset  -   Kewajiban) 
Konsep proprietary theory menempatkan pemilik sebagai pusat segala 
kepentingan yang mengarah pada konsekuensi legitimasi dan stimulasi perilaku 
egoistis, serta individual dalam perilaku bisnis. Secara implisit konsep 
proprietary theory mengekspresikan suatu hierarki kekuasaan atas kekayaan 
secara terpusat, bahkan berpotensi totaliter dan mengarah pada replika perang 
sosial, dimana wujud kompetensi secara interaktif meningkatkan intensitas 
dorongan mencari kekayaan (Setiabudi dan Triyuwono 2002, dalam 
Mulawarman 2009). 
Teori ini merupakan teori akuntansi yang paling kuno dan banyak konsep 
akuntansi yang dikembangkan dari teori ini (Vernon Kam, 1990). Perkembangan 
perusahaan-perusahaan yang makin besar dan dipengaruhi oleh lingkungan 
industri yang sangat cepat, di mana juga diikuti oleh perkembangan pasar uang 
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dan konsekuensi dari reliabilitas informasi akuntansi, mengakibatkan pendekatan 
proprietary theory menjadi tidak sesuai lagi. Muncullah kemudian konsep entity 
theory, yang mengarahkan pusat perhatiannya pada unit ekonomi, pembedaan 
dan pemisahan kepemilikan. 
2.1.2 Entity Theory 
Ide utama dari entity theory adalah memahami perusahaan sebagai entitas 
yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini muncul dengan maksud mengurangi 
kelemahan-kelemahan yang ada pada proprietary theory di mana proprietor 
(pemilik) menjadi pusat perhatian (Kam, 1990). Unit usaha menjadi pusat 
perhatian yang harus dilayani, bukannya pemilik. Entitas dikonsepsikan memiliki 
eksistensi terpisah (Kam 1990; Belkaoui 2006). Menurut Paton yang dikutip 
Kam (1990) : 
It is the “business” whose financial history the bookkeeper and accountant 
are trying to record and analyze; the books and accounts are the record of 
the business”; the periodic statements of operation and financial condition 
of operations and financial condition are the reports of “the business. 
 
Meskipun konsep entity theory merupakan evolusi dari konsep proprietary 
theory, namun bila diinterpretasikan secara kritis (khususnya dalam konsep 
kepemilikan), sebagian besar muatannya tetap berbasiskan aspek-aspek ideologis 
yang sama dengan konsep proprietary theory. Entity theory memiliki 
kepentingan yaitu informasi akuntansi sebesar-besarnya untuk pemilik modal, 
agar dapat mengetahui dan mempertahankan modal yang ditanam (capital 
maintenance) sekaligus mendapatkan laba yang maksimal. Baik implisit atau 
eksplisit, dalam entity theory terlihat adanya principal-agent relationship, yaitu 
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hubungan antara pemilik (shareholders) dan agent (management) yang dalam 
mainstream accounting dianggap konsep yang objektif dan netral (bebas nilai), 
tapi sebaliknya sarat dengan nilai kapitalisme yang dalam faktanya sangat 
eksploitatif (Triyuwono, 2006). 
Persamaan akuntansi dari konsep entity theory sebagai berikut : 
Asset   =   Equity 
Asset   = Liability  +  Stakholders Equity 
 
Triyuwono dalam Mulawarman  (2009) menjelaskan bahwa sebenarnya 
model bisnis kontemporer sekarang ini sangat berbeda dengan model bisnis masa 
lalu. Artinya, keberlangsungan hidup perusahaan tidak lagi ditentukan sendiri 
oleh pemilik, tetapi banyak sekali dipengaruhi oleh banyak pihak seperti 
pelanggan, kreditur, manajemen, pegawai, pemasok, pemerintah dan lain-lain 
(disebut stakeholders) yang juga sama-sama memiliki kepentingan terhadap 
perusahaan. Oleh karena itu menurut Triyuwono, kedua teori tersebut tidak akan 
mampu mewadahi kemajemukan stakeholders dan percepatan bisnis yang ada 
saat ini, dan untuk mengatasi hal ini diperlukan alternatif  yang tepat, yaitu 
enterprise theory. 
2.1.3 Enterprise Theory 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proprietary theory dan 
entity theory tidak akan mampu mewadahi kemajemukan masyarakat 
(stakeholders) dan bisnis pada saat ini. Untuk mengatasi hal ini diperlukan wadah 
alternatif  yang lebih tepat dan sesuai dengan lingkungannya. Wadah tersebut, 
seperti yang disampaikan oleh beberapa penulis (Slamet 2001, Triyuwono 2006) 
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adalah enterprise theory. Mengenai enterprise theory  ini Harahap (1997) dalam 
Triyuwono (2006) berpendapat bahwa teori tersebut lebih lengkap dibandingkan 
dengan teori yang lain. Karena ia melingkupi aspek sosial dan 
pertanggungjawaban. Berbeda dengan entity theory yang memusatkan perhatian 
hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan 
diarahkan guna memenuhi kesejahteraan pemilik. Enterprise theory dalam hal ini 
memiliki tidak hanya sifat egois namun juga sudah mulai mengadopsi sifat 
altruistik 
Pendapat serupa diungkapkan juga oleh Triyuwono (2006) yang 
mengatakan bahwa : 
Akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilits (accountability) 
manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders), tetapi juga sebagai 
akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan. 
 
Dalam Mulawarman (2009), Suojanen (1954) memformulasikan 
perusahaan dalam kerangka enterprise theory. Perusahaan dipandang sebagai 
bagian dari komunitas sosial. Institusi dimana keputusan yang dibuat dipengaruhi 
oleh berbagai kelompok, tidak terbatas pada shareholders. Enterprise theory 
melihat bahwa peran akuntansi dalam perusahaan dan entitas pengambilan 
keputusan adalah membuat laporan untuk didistribusikan pada berbagai kelompok 
yang berkepentingan.  
Pusat perhatian enterprise theory adalah keseluruhan pihak yang terlibat 
atau memiliki kepentingan baik langsung (direct) maupun tidak langsung 
(indirect) dengan perusahaan atau entitas, misal pemilik, manajemen, masyarakat, 
pemerintah, kreditur, fiskus, regulator, pegawai, langganan dan pihak yang 
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berkepentingan lainnya. Dalam enterprise theory, pihak-pihak yang memiliki 
kepentingan harus diperhatikan dalam penyajian informasi keuangannya, bukan 
hanya mementingkan informasi bagi pemilik, tetapi juga pihak lainnya yang 
memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi 
perusahaan atau lembaga (Harahap 2002, dalam Mulawarman, 2009). Semua 
partisipan menanggung segala aspek kegiatan bersama sehingga mereka disebut 
secara bersama sebagai stakeholders yang terdiri atas manager, pelanggan, 
pemerintah, dan masyarakat. Perusahaan berfungsi sebagai alat, pengikat atau 
pusat (nexus) kegiatan. 
Pandangan enterprise theory dilandasi oleh gagasan bahwa perusahaan 
berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas dan 
kompleks sehingga darinya dituntut pertanggungjawaban sosial. Perusahaan tidak 
dapat lagi dijalankan untuk kepentingan pemegang saham semata-mata. 
Walaupun para pemegang saham mempunyai hak yuridis sebagai pemilik, 
kepentingan para stakeholders secara bersama demi berlangsungnya dan 
kemakmuran perusahaan harus didahulukan.  
Tujuan perusahaan menurut konsep enterprise theory adalah dalam rangka 
memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang 
berkepentingan terhadap perusahaan. Enterprise theory dengan demikian jelas 
berbeda dengan proprietary theory dan entity theory. Proprietary theory dan 
entity theory menurut Suojanen (1954) dalam Mulawarman (2009) menekankan 
laporan laba rugi karena berorientasi pada klain atas income. Bahkan, selanjutnya 
: 
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The entity theory substitutes the personality of the entity for the personality 
of the proprietor and thus neatly solves the problem of perpetual 
succession. The shareholders are, in effect, considered to be no different 
from other creditors except that their claims appear below the others on 
the balance sheet. 
 
Enterprise theory lebih luas perhatiannya daripada hanya kepada entitas 
karena perusahaan sebenarnya berhubungan dengan institusi yang ada di luar 
dirinya. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan dan bahkan tidak dapat eksis 
tanpa realitas masyarakat di luarnya. Berdasarkan hal tersebut, enterprise theory 
menurut Soujanen (1954) dalam Mulawarman (2009) lebih mementingkan konsep 
value added  untuk pengukuran income, sebagai jalan bagi manajemen untuk 
melaksanakan tugas akuntansi bagi berbagai kelompok kepentingan dengan 
memberikan informasi yang lebih baik daripada laporan  neraca dan laporan laba 
rugi. Value added menurut Soujanen tidak sama dengan produksi income. 
Enterprise theory seperti dikatakan oleh Soujanen (1954) dalam Meutia 
memberikan wadah bagi perilaku perusahaan pada tahun 1950-an yang mulai 
memperhatikan partisipan lain dalam organisasi selain pemegang saham yaitu 
pegawai, kreditor, konsumen, pemerintah dan masyarakat. Tipe perilaku seperti 
ini sulit untuk mendapat tempat dalam konteks teori entity maupun proprietary. 
Konsep enterprise theory memang sangat dekat dengan syariah. Namun, 
dari sudut pandang syariah  ia belum mengakui adanya partisipan lain yang secara 
tidak langsung (indirect participants) memberikan kontribusi ekonomi. Artinya, 
konsep ini belum bisa dijadikan sebuah justifikasi  bahwa enterprise theory telah 
menjadi konsep teoritis Akuntansi Syariah sebelum teori tersebut mengakui 
eksistensi dari indirect participants. Secara normatif, indirect participants ini 
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mempunyai hak atas nilai tambah yang diciptakan perusahaan. Enterprise theory 
menurut Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006) merupakan teori yang paling pas 
untuk akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, 
amanah dan pertanggungjawaban. Namun, enterprise theory masih bersifat 
“duniawi” dan tidak memiliki konsep tauhid. Agar konsep ini sesuai dengan 
syariah maka perlu diinternalisasi dengan nilai tauhid. Oleh karena itu, 
Triyuwono (2002) dan Slamet (2001) mengajukan konsep shariah enterprise 
theory dengan jalan memasukkan kepentingan indirect participants ke dalam 
“elite” kekuasaan ekonomi direct participants (seperti shareholders, 
management, employess, customers, suppliers, governments, ect) dalam distribusi 
nilai tambah (value added) (Baydoun dan Willet, 1994). 
 
2.2  Shariah Enterprise Theory, Tuhan sebagai Pusat 
Meskipun enterprise theory oleh beberapa penulis dianggap sebagai teori yang 
paling pas untuk Akuntansi Syariah karena enterprise theory mengandung nilai 
keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut 
telah sesuai dengan karakteristik dari Akuntansi Syariah yang telah dirumuskan oleh 
Triyuwono, yaitu : humanis, emansipatoris, transedental, dan teleologikal. Namun 
demikian, enterprise theory masih dibayangi oleh agency theory dan politisasi 
akuntansi. Enterprise theory masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep 
tauhid (Slamet, 2001). Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai dengan syariah, 
maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid. Karena dengan konsep dan nilai tauhid kita 
16 
 
 
dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, 
konsep zakat, konsep keadilan ilahi, dan konsep pertanggungjawaban.  
 Dalam shariah enterprise theory menurut Slamet (2001) dalam Triyuwono 
(2006) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap 
penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari 
seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam shariah 
enterprise theory adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah Pemilik 
Tunggal dan Mutlak dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan 
sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders  pada prinsipnya adalah amanah 
dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan 
dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Di Surah Al-
Baqarah telah dijelaskan hal tersebut. 
Surah / surat : Al-Baqarah Ayat : 
254  
 
Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari 
itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir 
itulah orang-orang yang zalim. 
 
Surah / surat : Al-Baqarah Ayat : 
267  
   Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
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menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 
 
Tentu sangat beralasan jika penggunaan sumber daya tersebut baik secara 
individual dan kolektif dibatasi, karena pada hakikatnya stakeholders hanya memiliki 
hak guna. Namun pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan Allah, 
tetapi ditujukan pada manusia yang mempunyai hak atas sumber daya tersebut. Allah 
berfirman : 
Surah / surat : An-Nuur Ayat : 
56  
 
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan ta'atlah kepada rasul, 
supaya kamu diberi rahmat. 
 
             Surah / surat : Al-Baqarah Ayat : 
215  
 
 Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja 
harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. 
  
         Surah / surat : Al-Baqarah Ayat : 
273  
 
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; 
mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka 
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mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal 
mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang 
secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan 
Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. 
 
Ayat-ayat tersebut membawa implikasi penting dalam penetapan konsep-konsep 
dalam shariah enterprise theory (Slamet, 2001). Yang utama adalah bahwa ayat-ayat 
tersebut membimbing kita pada suatu pemahaman bahwa dalam harta kita sebenarnya 
tersimpan hak orang lain, seperti : hak para fakir miskin, anak-anak terlantar,  Ibnu 
Sabil, dan lain-lainnya seperti terlihat pada ayat berikut ini : 
       Surah / surat : At-Taubah Ayat : 
60  
 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana 
 
 
Dengan demikian, dalam pandangan shariah enterprise theory, distribusi 
kekayaan (wealth) atau nilai tambah (value added) tidak hanya berlaku pada para 
partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisan yang memberikan kontribusi 
kepada, operasi perusahaan; seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan 
pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang 
dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan 
skill. Artinya, cakupan akuntansi dalam shariah enterprise theory tidak terbatas pada 
peristiwa atau kejadian yang bersifat reciprocal antara pihak-pihak yang terkait 
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langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak 
terkait langsung. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam 
terminologi enterprise theory yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan  
kekayaan (wealth) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang 
memberikan kontribusi atau keterampilan (skill) (Triyuwono, 2006). 
Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah 
khalifatullah fil Ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan 
kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong shariah 
enterprise theory untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan 
alam. Oleh karena itu, shariah enterprise theory akan membawa kemaslahatan bagi 
stockholders, stakeholders, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan 
atau keterampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting 
menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet 2001 dalam 
Triyuwono 2006). Shariah enterprise theory merupakan teori enterprise yang telah 
diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental 
serta lebih humanis. Syariah enterprise theory merupakan hasil dari suatu refleksi diri 
yang tidak hanya didasari oleh kepentingan rasio semata, melainkan juga nilai-nilai 
spiritual. Enterprise theory seperti telah dibahas oleh beberapa penulis merupakan 
teori yang lebih tepat bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-
nilai syariah. 
Pada prinsipnya shariah enterprise theory memberikan bentuk 
pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan 
lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan 
20 
 
 
lingkungan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat 
agar akuntansi syari’ah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat 
“membangkitkan kesadaran keTuhanan” (Triyuwono, 2006). Shariah enterprise 
theory  yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih 
menghendaki kesimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding dengan entity 
theory. Sementara entity theory lebih mengedepankan sifat egoistiknya daripada sifat 
altruistik (kepuasan bukan dalam bentuk materi, tapi secara spiritual).  
Dengan menggunakan ”Epistemologi Berpasangan” (Triyuwono, 2006) dan 
metafora zakat,  shariah enterprise theory berusaha menangkap sunnatuLlah dan 
menggunakannya sebagai nilai untuk membentuk dirinya. Shariah enterprise theory 
yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki 
karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah 
keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminin ( Triyuwono 2000; 
Triyuwono 2006). Shariah enterprise theory menyeimbangkan nilai egoistik 
(maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai 
spiritual (feminin), individu-jama’ah dan seterusnya.   
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya konsekuensi dari nilai keseimbangan 
ini menyebabkan shariah enterprise theory tidak hanya peduli pada kepentingan 
individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya,. Oleh 
karena itu, shariah enterprise theory memiliki kepedulian yang besar pada 
stakeholders yang luas. Menurut shariah enterprise theory, stakeholders meliputi tiga 
bagian : 
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1. Tuhan 
Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup 
manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali 
penghubung agar akuntansi syari’ah tetap bertujuan pada “membangkitkan 
kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi 
menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya 
sunnatuLlah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari’ah. Intinya adalah 
bahwa dengan sunnatuLlah ini, akuntansi syari’ah hanya dibangun berdasarkan 
pada tata-aturan atau hukum-hukum Tuhan. 
2. Manusia 
Stakeholder kedua dari shariah enterprise theory adalah manusia. Di sini 
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect–
stakeholders. Direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung 
memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan 
(financial contribution) maupun non-keuangan (non-financial contribution). 
Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka 
mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, 
yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali 
tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun 
non-keuangan), tetapi secara syari’ah mereka adalah pihak yang memiliki hak 
untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. 
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3. Alam 
Golongan stakeholder terakhir dari shariah enterprise theory adalah alam. Alam 
adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan 
sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena 
didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi 
dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain 
dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun 
demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam 
bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi 
kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, 
pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya. 
Shariah enterprise theory tidak mendudukkan manusia sebagai pusat dari segala 
sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, shariah 
enterprise theory menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan 
menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, 
manusia di sini hanya sebagai wakilNya (khalituLlah fil ardh) yang memiliki 
konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia (dan 
alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. 
Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia 
dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Tentu saja 
konsep ini sangat berbeda dengan entity theory yang menempatkan manusia dalam 
hal ini stockholder sebagai pusat. Dalam konteks ini kesejahteraan hanya semata-
mata dikonsentrasikan pada stockholders (Kam 1990, p.315).  
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Konsekuensi dari diterimanya shariah enterprise theory sebagai dasar dari 
pengembangan teori akuntansi syari’ah adalah pengakuan income dalam bentuk nilai-
tambah (value-added), bukan income dalam pengertian laba (profit) sebagaimana 
yang diadopsi entity theory. Baydoun & Willett (1994; 2000) dalam islamic 
accounting theory dan islamic corporate reports-nya telah menunjukkan nilai 
tambah. Namun apa yang disampaikan oleh mereka sebetulnya masih dalam bentuk 
yang sederhana dan lebih menekankan pada bentuk penyajian dalam Laporan Nilai 
Tambah (value added statement). 
Untuk mendukung pernyataan konsep shariah enterprise theory mengenai 
tiga stakeholder yang dijelaskan, Meutia (2010) dalam tulisannya menjelaskan bahwa 
ada beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara 
manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi 
dengan adil, rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), dan maslaha 
(kepentingan masyarakat). Menurut AlGhazali, prinsip-prinsip ini sebetulnya punya 
keterkaitan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan 
kepentingan masyarakat banyak. 
1. Prinsip Berbagi dengan Adil 
Menurut Meutia (2010: 189), kata berbagi dalam Islam dinyatakan dalam 
banyak perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsep ini, mengajarkan 
bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Allah yang lain. 
Selain itu, berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti 
berbagi kebaikan serta menjalankan amar ma’ruf nahi munkar (saling menasehati 
atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam praktik 
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perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung 
program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta 
mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.  
Dalam ajaran Islam, banyak sekali perintah yang mengingatkan manusia 
untuk berbagi kepada sesama, antara lain  
 
“Hai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah Kami 
berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada 
lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat.” (QS. Al-Baqarah: 254) 
 
“yaitu orang-orang yang melaksanakan zakat dan menginfakkan sebagian 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Al-Anfal:3) 
 
 
“Orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, mereka 
melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma‟ruf (baik), 
dan mencegah dari yang munkar (jahat), dan kepada Allah lah kembali semua 
urusan.” (QS. Al Hajj:41) 
Prinsip berbagi dalam hal ini terkait erat dengan konsep “keadilan” yang 
dikatakan oleh Ahmad (2003) merupakan inti nilai dalam Islam. Keadilan 
merupakan salah satu komponen penting yang membentuk cara pendang islam 
mengenai masyarakat, karenanya suatu masyarakat ideal tidak mungkin tewujud 
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tanpa adanya keadilan (Chapra, 2007: 16). Konsep islam mengenai keadilan 
menurut Kamali (2005) tidak sama dengan konsep formal mengenai keadilan, 
keadilan dalam islam merupakan bagian dari iman, karakter, dan kepribadian 
manusia. Keadilan merupakan karakteristik dari suatu system dan merupakan 
bagian yang sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum, sosial, dan ekonomi 
(Ahmad, 2003). 
2. Prinsip Rahmatan Lil‘alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam) 
Prinsip rahmatan lil‟alamin bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa 
menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dalam kerangka bank syariah, maka 
manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak 
baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan 
syariah. Menurut Meutia (2010: 221), bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat 
berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan 
kepada para pengusaha kecil. Prinsip rahmatan lil‟alamin ini sesuai dengan firman 
Allah SWT dalam Al-Quran : 
 
“Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil‟alamin).” (QS. Al-Anbiya‟: 
107) 
Sebagai agama yang rahmatan lil‟alamin, agama Islam penuh dengan 
nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. 
Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama 
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manusia. Hal ini termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam maupun menjaga 
kehidupan sesama manusia. 
Meutia (2010: 194) menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan 
stakeholders merupakan bagian dari upaya menjadi rahmatan lil‟alamin dan 
menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah 
kesejahteraan material dan spiritual (nafs, faith, intellect, posterity, dan wealth). 
Kesejahteraan dalam tujuan syariah, dinyatakan Al Ghazali (2012: 3), tidak 
diperuntukkan bagi pemilik modal saja, namun bagi kepentingan semua 
stakeholders (maslahah). 
3. Prinsip Maslahah (Kepentingan Masyarakat) 
Al-Shatibi mengkategorikan maslahah dalam tiga kelompok yaitu: 
essentials (daruriyyat), complementary (hajiyyat),  dan embellishment 
(tahsiniyyat). Secara sederhana digambarkan sebagi berikut (Dusuki, 2007: 32- 33) 
Gambar 2.1 
Piramida Maslahah 
 
 
Tahsiniyyat 
 (embelishment) 
 
Hajiyyat 
(Complementary) 
 
Daruriyyat 
(Essentials) 
 
Level yang pertama yaitu daruriyyat  didefinisikan oleh Al-Shatiby sebagai 
pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan 
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pencapaian tujuan syariah yaitu melindungi faith (iman), life (kehidupan), intellect 
(akal), posterity (keturunan), dan wealth (harta). Komponen daruriyyat dalam 
piramida maslahah berada pada lapisan pertama, hal ini menunjukkan bahwa 
pemenuhan kebutuhan atau melindungi kepentingan yang berkaitan dengan 
daruriyat merupakan prioritas yang harus dilakukan. Implikasinya dalam tanggung 
jawab soosial perusahaan adalah bank syariah harus mengutamakan kepentingan 
yang berkaitan dengan daruriyyat merupakan prioritas yang harus dilakukan. 
Adapun level kedua adalah hajiyyat dijelaskan oleh Al-Shatiby merujuk 
pada kepentingan tambahan yang pabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan 
tapi tidak sampai merusak kehidupan normal. Dengan kata lain, kepentingan perlu 
dipertimbangkan untuk mengurangi kesulitan atau mempermudah sehingga 
kehidupan akan terhindar dari kesusahan.  
Level ketiga dari piramida maslahah adalah prinsip tahsiniyyat. 
Kepentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang 
berfungsi menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Dalam level ini 
bank syariah diharapkan menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dengan 
melakukan hal-hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi kehidupan 
stakeholdernya. 
Menurut Meutia (2010: 196), mengutamakan kepentingan masyarakat 
(umat) dalam bentuk menjaga keimanan, kehidupan, keturunan, intelektual, dan 
kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi syariah, yang seharusnya menjadi 
prioritas dari bank syariah. Penggunaan prinsip maslahah sangat penting dalam 
praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Menurut Meutia 
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(2010: 229) dalam hal ini level Maslahah yang diajukan Al-Shatibi dapat 
memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus 
didahulukan supaya tidak timbul ketidakadilan. Dusuki (2007) menilai bahwa 
klasifikasi Maslahah berhubungan dan punya keterkaitan yang erat dengan tujuan 
syariah yaitu memastikan bahwa kepentingan masyarakat dilindungi secara baik. 
 
2.3  Metafora Zakat 
Akuntansi Syariah sedang mencari bentuk. Sehingga apa yang dipraktikkan di 
Bank Syariah atau di baitu mal wa tamwil, sebetulnya masih banyak berwujud 
akuntansi konvensional yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Nilai-nilai tersebut 
misalnya terlihat dalam konsep entity theory, accounting numbers, accounting 
income, dan lain-lainnya (Triyuwono, 2006).   
2.3.1 Metafora amanah 
Menurut Triyuwono (2006) “amanah” adalah sesuatu yang dipercayakan 
kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan 
keinginan yang mengamanahkan, artinya bahwa pihak yang mendapatkan 
amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) amanah tersebut dengan baik 
dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. 
Dengan kekuasaannya yang Maha Besar, Tuhan menciptakan manusia 
sebagai wakilnya di bumi (khalifatullah fil Ardh), seperti difirmankan dalam Al 
Qur’an 
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surah / surat : Al-Baqarah Ayat : 
30  
 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa 
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 
Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui." 
 
Kata khalifah ini memberikan suatu pengertian bahwa seseorang yang telah 
diangkat sebagai khalifah akan mengemban suatu amanah yang harus dilakukan 
sesuai dengan keinginan pengutusnya. Ini berarti bahwa penerima amanah dalam 
melakukan segala sesuatu, harus berdasarkan pada kesadaran diri (self 
consciousness) bahwa ia sebenarnya adalah khalifah Tuhan (khalifatullah fil 
ardh)  di bumi yang mempunyai konsekuensi bahwa semua aktivitasnya harus 
sesuai dengan keinginan Tuhan (the will of God). Atau, dengan ungkapan yang 
lain, penerima amanah harus menjadikan predikat “khalifah Tuhan di bumi” 
(khalifatullah fil ardh) sebagai cara pandang (perspektif) dalam setiap gerak 
langkah kehidupannya baik secara individual maupun secara komunal. 
Dengan mengakui bahwa perspektif ini sebagai perspektif yang tunggal 
dan universal, maka penerima akan secara sadar mengetahui tentang amanah 
yang harus ditunaikannya, yaitu, “mengelola bumi secara bertanggung jawan”, 
atau dengan menggunakan bahasa Alquran, “menyebarkan rahmat bagi seluruh 
alam”. Singkatnya, manusia memiliki tugas mulia, yaitu : menciptakan dan 
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mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non materi) bagi seluruh manusia 
dan alam semesta. Oleh karena itu, sangat wajar jika “metafora amanah” 
digunakan untuk mendesain bentuk, struktur, dan manajemen organisasi dalam 
rangka menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan. 
2.3.2 Realitas Organisasi yang dimetaforakan dengan zakat 
Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora “amanah” bisa diturunkan 
menjadi metafora “zakat”, atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan 
zakat (zakat methaorised organisational reality). Ini artinya adalah bahwa 
organisasi bisnis orientasinya tidak lagi profit oriented, atau “stockholders 
oriented”, tetapi zakat oriented dan environment, and stakeholders oriented 
(Triyuwono, 2000). Dengan orientasi zakat ini, perusahaan berusaha untuk 
mencapai “angka” pembayaran zakat yang optimum. Dengan demikian, laba 
bersih (net profit) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (performance) perusahaan, 
tapi sebaliknya zakat, environment, dan stakeholders menjadi kriteria ukuran 
kinerja perusahaan. 
Pengertian yang lebih luas dari metafora zakat adalah bahwa secara ideal 
teori Akuntansi Syariah harus dibangun berdasarkan pada “konsep nilai zakat”. 
Artinya bahwa Akuntansi Syariah tidak terbatas pada mengalihkan orientasi ke 
zakat, tetapi yang lebih fundamental adalah penggunaan konsep nilai zakat 
sebagai basis konstruksi teori Akuntansi Syariah. Konsep nilai zakat di sini tidak 
terbatas pada keseimbangan antara sifat materialistik dengn sifat prularistik, 
egoistik dan altruistik, maskulin dengan feminin, dan seterusnya. Nilai yang 
disebutkan ini melekat dalam konsep zakat.  
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Penggunaan metafora zakat untuk menciptakan realitas organisasi dengan 
beberapa makna, yaitu sebagai berikut : 
1. Adanya transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke 
pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan 
akhir (the ultimate goal) perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. 
2. Karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala bentuk operasi 
perusahaan harus tunduk pada aturan main (rule of games) yang diterapkan 
dalam syariah (atau tunduk pada etika bisnis) 
3. Zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara 
karakter  egoistik (egoistic, selfish) dan altruistik/sosial (altruistic, 
mementingkan lebih dulu kepentingan lain daripada kepentingan pribadi). 
Karakter egoistik menyimbolkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan 
untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syariah), dan kemudian 
sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai 
zakat. Sedangkan altruistik mempunyai arti bahwa perusahaan juga 
mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan manusia 
dan alam lingkungan yang semuanya ini tercermin dalam zakat itu sendiri. 
4. Zakat mengandung nilai emansipatoris, ia adalah lambang pembebas manusia 
dari ketertindasan ekonomis, sosial, dan intelektual, serta pembebas alam 
dari penindasan dan eksploitasi manusia. 
5. Zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan 
(duniawi) dan suci (ukhrawi). Zakat sebagai jembatan, memberikan 
kesadaran ontologis bagi diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan profan 
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selalu berkait erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan kelak di 
Akhirat  
(Triyuwono 2006; 2000)  
Secara ideal, organisasi bisnis hendaknya dapat menciptakan realitas 
organisasinya berdasarkan pada metafora zakat. Implikasi dari hal ini adalah 
bahwa semua peringkat organisasi akan disusun sedemikian rupa sehingga benar-
benar merefleksikan zakat sebagai metafora. Ini adalah sebuah bentuk 
transformasi. Transformasi ini tidak saja akan memengaruhi perilaku 
manajemen, stockholders, karyawan dan masyarakat sekelilingnya. Tetapi 
digunakan oleh organisasi yang bersangkutan (Triyuwono 2006; 2000). Namun 
demikian, ini bukan berarti bahwa bentuk organisasi adalah faktor satu-satunya 
yang dapat memengaruhi bentuk akuntansi. Faktor-faktor lain seperti sistem 
ekonomi, sosial, politik, peraturan perundang-undangan, kultur, persepsi, dan 
nilai yang berlaku dalam masyarakat, juga mempunyai tanggung jawab besar 
terhadap akuntansi. Ini juga adalah sebuah bukti bahwa akuntansi adalah sebuah 
entitas informasi yang tidak bebas nilai. 
Jika metafora zakat (realitas organisasi bermetaforakan zakat) secara sadar 
diterima dan dipraktikkan dalam kegiatan bisnis sebuah perusahaan atau dalam 
keseluruhan sistem bisnis, maka didalamnya akan tercipta apa yang dinamakan 
dengan realitas organisasi dengan jaringan ilahi.  
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2.4  Stakeholders Theory   
Evan dan Freeman (1993) dalam Malaysian Accounting Review (Vol. 8, 2009) 
mengatakan suatu pernyataan dalam tesisnya, yaitu : 
We can revitalize the concept of managerial capitalism by replacing the notion 
that managers have a duty to stockholders with the concept that managers bear a 
fiduciary relationship to stakeholders. 
 
Dari pernyataan mereka kemudian mengusulkan apa yang dimaksud dengan 
stakeholders theory. Berbeda dengan Friedman, yang mengklaim bahwa tanggung 
jawab sosial perusahaan hanyalah memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang 
saham (stockholders). Evan dan Freeman mengajukan konsep yang lebih baik dan 
luas dengan menyatakan bahwa kesejahteraan dapat diciptakan oleh perusahaan 
sebetulnya tidak terbatas pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk 
kepentingan stakeholders. Mereka adalah pemasok, pelanggan, karyawan, pemegang 
saham, masyarakat lokal, manajemen, dan lain-lainnya.  
Istilah stakeholder pada awalnya diperkenalkan oleh Stanford Research Institute 
(SRI) bahwa “those groups without whose support the organization would case to 
exist” (Freeman, 1983, p.33 dalam Malaysian Accounting Review Vol. 8, 2009). 
Sedangkan  dalam definisi klasik (yang paling sering dikutip) adalah definisi 
Freeman dan Reed (1983, p. 91) yang menyatakan bahwa stakeholder adalah: 
Any identifiable group or individual who can affect the achievement of 
anorganisation‟s objectives, or is affected by the achievement of an 
organisation‟s objectives 
 
Stakeholders, secara jamak diterjemahkan oleh Wheelen dan Hunger (Wibisono, 
2007 dalam Iryanie, 2009) sebagai pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang 
berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau 
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aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi dan 
dipengaruhi oleh perusahaan. 
Menurut Freeman, dkk. (2010, 25), ide dasar dari menciptakan nilai bagi 
stakeholder cukup sederhana. Bisnis dapat dipahami sebagai seperangkat hubungan 
antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegiatan yang 
membentuk bisnis. Bisnis adalah tentang bagaimana pelanggan, pemasok, karyawan, 
pemodal (pemegang saham, pemegang obligasi, bank, dll), masyarakat, dan manajer 
berinteraksi dan menciptakan nilai. Untuk memahami suatu bisnis adalah untuk 
mengetahui bagaimana hubungan ini bekerja. Dan tugas para pengusaha adalah untuk 
mengelola dan membentuk hubungan ini. 
Dalam perkembangan stakeholders theory, Freeman (1983) memperkenalkan 
konsep stakeholders dalam dua model, yaitu :  
1. Model perencanaan dan kebijakan bisnis 
Model ini berfokus pada pengembangan dan mengevaluasi persetujuan mengenai 
keputusan strategi perusahaan oleh kelompok yang mendukung kelangsungan 
hidup perusahaan, seperti owners, customers, public groups and suppliers. 
Meskipun kelompok tersebut tidak berlawanan dengan lingkungan atau alam, 
tetapi perilaku mereka yang bertentangan dengan kesejahteran pihak lain yaitu 
mempertimbangkan adanya keterpaksaan terhadap pengembangan strategi oleh 
manajemen untuk “best match” penelitian perusahaan dengan lingkungan.  
2. Model corporate social responsibility 
Perusahaan merencanakan memasukkan pengaruh tidak langsung atau eksternal 
yang mungkin bertentangan dengan perusahaan. Seperti, peraturan-peraturan, 
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lingkungan, dan “special interest groups”. Model ini memperbolehkan manager 
untuk mempertimbangkan rencana strategi yang menyesuaikan diri untuk 
mengubah permintaan sosial pada non traditional stakeholders. 
(Freeman, 1983, p.33 dalam Malaysian Accounting Review Vol. 8, 2009) 
Secara garis besar kriteria kepuasan masing-masing stakeholders dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
Tabel 2.1 
Interest dan kepentingan masing-masing stakeholders 
 
STAKEHOLDERS KRITERIA KEPUASAN 
1. Pemegang saham  
2. Karyawan. 
3. Konsumen 
4. Kreditor 
5. Komunitas 
6. Pemasok 
7. pemerintah 
 
1. Prestasi Keuangan 
2. Kepuasan kerja, gaji, supervisi 
3. Kualitas, pelayanan, lokasi, harga. 
4. Creditworthiness 
5. Kontribusi terhadap komunitas 
6. Transaksi yang memuaskan 
7. Kepatuhan terhadap hukum 
Sumber : Wibisono 2007 (dalam Iryanie, 2009) 
Timbulnya stakeholder theory yang dikemukakan oleh Evan dan Freeman (1993, 
dalam Triyuwono 2006) lebih didasari oleh suatu keadaan (hukum) yang 
mengunggulkan kepentingan pemegang saham dan, sebaliknya, mensubordinsikan 
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kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya. Dua 
aspek penting yang dikemukakan oleh Evan dan Freeman dalam teorinya adalah hak 
(right) dan akibat (effect). Aspek pertama, hak, pada dasarnya menghendaki bahwa 
perusahaan dan para manajernya tidak boleh melanggar hak dan menentukan masa 
depan pihak lain (stakeholders); sedangkan yang kedua, akibat, menghendaki agar 
perusahaan dan manajemen harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang 
dilakukan. Teori ini dengan jelas menampilkan corak baru dalam mempersepsikan 
perusahaan dalam bentuk yang lebih sosial dan humanis, serta memberikan kesadaran 
etis tentang tanggung jawab sosial. 
Sekarang ini perusahaan sudah tidak memandang bahwa stakeholder mereka 
hanya investor dan kreditor saja. Konsep yang mendasari mengenai siapa saja yang 
termasuk dalam stakeholder perusahaan sekarang ini telah berkembang mengikuti 
perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan. 
Pemerintah bisa saja dikatakan sebagai stakeholder bagi perusahaan karena 
pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan 
perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara oleh kerena 
itu,  perusahaan tidak bisa mengabaikan eksistensi pemerintah dalam melakukan 
operasinya. Terdapatnya birokrasi yang mengatur jalanya perusahaan dalam sebuah 
negara yang harus ditaati oleh perusahaan melalui kepatuhan terhadap peraturan 
pemerintah menjadikan terciptanya sebuah hubungan antara perusahaan dengan 
pemerintah. 
Hal tersebut berlaku sama bagi komunitas lokal, karyawan, pemasok, 
pelanggan, investor dan kreditor yang masing-masing elemen stakeholder tersebut 
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memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan sehingga masing-masing elemen 
tersebut membuat sebuah hubungan fungsional dengan perusahaan untuk bisa 
memenuhi kebutuhannya masing-masing. 
 
2.5 Laporan Nilai Tambah 
2.5.1 Konsep Value Added Statement 
Value added menurut Haller dan Stolowy (1995) merupakan konsep 
tradisional yang berakar dari ekonomi makro, terutama berhubungan dengan 
penghitungan pendapatan nasional dengan pengukuran produktif dari ekonomi 
nasional yang biasanya dinamakan Produk Nasional atau Produk Domestik. Hal 
tersebut merepresentasikan nilai tambah perekonomian nasional dalam periode 
spesifik. Konsep value added  dalam akuntansi terlihat dalam Value added 
statement (Staden, 2002). Pengukuran Value added menurut Staller dan Holowy  
dilakukan dua cara. Cara pertama disebut substractive/indirect method yang 
menunjukkan performance aspect. Kedua, additive/direct method yang 
menunjukkan aspek sosial direpresentasikan sebagai penjumlahan bagian 
penciptaan kekayaan. (Mulawarman, 2009) 
Value added statement saat ini juga mulai marak dalam bingkai akuntansi 
sosial (Mook, 2003) maupun  social and environmental accounting. Akuntansi 
Sosial maupun Akuntansi Sosial dan Lingkungan lahir dari pemikiran 
terbatasnya akuntansi keuangan konvensional. Perkembangan akuntansi sosial 
dan representasinya yang berbentuk Corporate Social Reporting (CSR).  
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Value added statement pada dasarnya adalah semacam Laporan Laba-Rugi 
(dalam pengertian akuntansi konvensional). Laporan value added tersebut 
mengukur dan mengungkapkan posisi keuangan (melalui neraca), kinerja 
keuangan perusahaan (melalui laporan laba rugi), dan perlakuan keuangan 
perusahaan (melalui laporan perubahan posisi keuangan) (Belkaoui  Riahi, 2006).  
Berbeda dengan Laporan Laba Rugi, value added statement ini lebih 
menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakannya kepada mereka 
yang berhak menerimanya, Triyuwono (2006), seperti benefesiciaries (dalam 
bentuk  zakat, infak, sedekah ), pemerintah (pajak), pegawai (gaji), pemilik 
(deviden), dan dana yang ditanam kembali, Value added statement memberikan 
informasi yang sangat jelas tentang kepada siapa dan berapa besar nilai tambah 
yang diciptakan oleh perusahaan akan didistribusikan. Karena konsep ini 
mempunyai kepedulian yang lebih luas daripada konsep lainnya dalam distribusi 
income, value added income dalam hal ini adalah harga pasar dari produk atau 
jasa yang dijual perusahaan dikurangi dengan harga produk atau jasa yang 
diperoleh perusahaan (Triyuwono, 2006). 
Nilai tambah merupakan peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan oleh 
penggunaan sumber daya perusahaan yang produktif sebelum dialokasikan 
kepada pemegang saham, pemegang obligasi pegawai dan pemerintah, Belkaoui 
(2000) ini disebut konsep enterprice net income. Harahap (2008), mengusulkan 
Laporan Nilai Tambah sebagai bagian dari Laporan Akuntansi Syariah, Laporan 
Nilai Tambah ini masih merupakan wacana dalam teori akuntansi dan belum ada 
Negara yang mewajibkannya sebagai pengganti Laporan Laba –Rugi. 
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Selain pada tahun 1975,  terjadi peningkatan pengungkapan value added 
statement yang dilakukan oleh perusahaan di Inggis. Namun, setelah tahun 1985 
terjadi penurunan untuk melaporkan value added statement ketika terjadi 
perubahan peta sosial politik di Inggris. Value added statement banyak di 
gunakan di negara Eropa (seperti Perancis dan Jerman) karena memang fokus 
dari standar setting lebih menekankan pada makro ekonomi, serta negara di 
Afrika, menurut penelitian dari Staden (2002) dalam Mulawarman (2006). 
Laporan Laba-Rugi selama ini gagal memberikan Informasi  tentang 
berbagai hal, yaitu sebagai berikut . : 
1. Total Produktivitas dari Perusahaan  
2. Pos-pos yang tidak dapat di ukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan 
laba rugi. Contoh, keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi atau 
ekuitas atas sekuritas investasi tertentu tidak dicatat dalam laporan laba rugi 
apabila terdapat ketidakpastian bahwa perubahan nilai tersebut akan betul-
betul terealisasi. 
3. Angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. 
Contoh, sebuah perusahaan memilih untuk menyusutkan aktiva pabriknya atas 
dasar dipercepat; sementara perusahaan lainnya  memilih penyusutan garis 
lurus. 
4. Pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan.  
Contoh, sebuah perusahaan mungkin mengestimasi umur manfaat suatu aktiva 
selama 20 tahun sementara perusahaan lainnya memilih umur manfaat 15 
tahun untuk jenis aktiva yang sama. 
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Laporan keuangan konvensional, menekankan informasinya pada laba atau 
pertambahan kekayaan pemilik, maka Laporan Nilai Tambah menekankan pada 
upaya mengenerate kekayaan dan berapa yang degenerate, dan sebenarnya 
konsep nilai tambah masuk pengkajian konsep laba (income concept) dalam teori 
akuntansi konvensional, bedanya hanya terletak keikutsertaan laporan distribusi 
kekayaan tersebut kepada para stakeholders dan lainnya, dalam Laporan Laba 
Rugi biasanya hanya menggambarkan hak atau kepentingan pemegang saham 
saja, bukan seluruh tim yang ikut terlibat dalam kegiatan perusahaan 
(stakeholder), dimana secara konsep saat ini diakui bahwa pertambahan 
kekayaan itu adalah usaha semua pihak, bukan hanya pemilik saham atau 
pengelola sehingga laporan tersebut akan lebih mencerminkan full disclosure. Ini 
yang dikenal merupakan pergeseran dari konsep proprietary ke enterprse theory. 
Perlu diingat bahwa value added tidak sama dengan laba. Laba menunjukan 
pendapatan bagi pemilik saham,  sedangkan pertambahan nilai mengukur 
kenaikan kekayaan bagi seluruh stakeholders. 
2.5.2 Kegunaan dan Kelemahan value added statement 
Meskipun konsep nilai tambah belum mencapai tingkat penggunaan yang 
meluas dikarenakan belum adanya model laporan yang konvensional, namun 
beberapa penulis telah menguji beberapa kelebihan dan keterbatasan yang 
berhubungan dengan laporan nilai tambah. Kelebihan utama laporan nilai 
tambah terletak pada cakupan teknis multidimensional-nya dibanding model 
laporan keuangan konvensional. Value added statement dapat disajikan dalam 
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format kotor maupun bersih. Laporan nilai tambah memiliki beberapa 
keuntungan yang sangat baik (Belkaoui-Riahi, 2006), yaitu sebagai berikut : 
1. Dengan adanya pengungkapan nilai tambah, para karyawan akan mendapat 
kepuasan karena mengetahui nilai dari kontribusi yang mereka berikan 
kepada kekayaan total perusahaan. 
2. Nilai tambah mencerminkan dasar perhitungan bonus bagi para pekerja 
yang lebih baik. 
3. Informasi nilai tambah telah terbukti dapat menjadi prediktor peristiwa 
ekonomi dan reaksi pasar yang baik. 
4. Nilai tambah adalah ukuran yang lebih baik daripada penjualan. 
5. Nilai tambah mungkin bermanfaat bagi kelompok-kelompok karyawan 
karena dapat memengaruhi aspirasi dan pikiran dari para perwakilannya 
dalam serikat pekerja yang melakukan negoisasi. 
6. Nilai tambah dapat sangat bermanfaat dalam analisis keuangan dengan 
menghubungkan beragam peristiwa penting terhadap variable-variabel nilai 
tambah. 
Sedangkan menurut Morley (1979) dalam Samudro (2004) bahwa 
keuntungan/kegunaan Laporan Nilai tambah merupakan alat prediksi yang andal. 
Rasio yang dibuat berdasarkan nilai tambah dapat digunakan untuk memprediksi 
dan mendeteksi keadaan ekonomi untuk kepentingan perusahaan. Beberapa 
contoh rasio yang dapat digunakan (Morley, 1979):  
 Rasio nilai tambah/upah. Selain untuk mengukur kontribusi pekerja terhadap 
nilai tambah yang terjadi, dapat juga digunakan untuk meramalkan 
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kecenderungan dalam biaya tenaga kerja, selain itu juga dapat digunakan 
dalam negosiasi gaji. 
 Rasio pajak/nilai tambah sebagai indikator peran pemerintah dalam 
perusahaan. 
 Rasio nilai tambah/penjualan selain untuk mengukur pengaruh penjualan 
terhadap nilai tambah juga dapat digunakan untuk menentukan derajat 
integrasi vertikal pada suatu grup perusahaan. Rasio ini juga dapat dijadikan 
sebagai indeks daya tahan perusahaan terhadap perubahan pasokan bahan dan 
jasa. 
 Rasio nilai tambah/capital employed dapat digunakan untuk mengukur 
produktivitas modal yang digunakan dalam perusahaan. 
 Rasio nilai tambah/operating assets untuk mengukur produktivitas aset 
Operasional 
 Rasio nilai tambah/penyusutan sebagai ukuran produktivitas aktiva berwujud 
 Rasio laba operasional/nilai tambah sebagai ukuran kontribusi profit terhadap 
nilai tambah·  
Harahap (2008) dalam Pohan (2010), juga memaparkan beberapa kegunaan 
Laporan Nilai Tambah dan kesesuaian dengan syariah sebagai berikut:  
1. Konsep ini dinilai lebih objektif dan adil sehingga dianggap sebagai informasi 
yang absah sebagai dasar perhitungan reward dan penghargaan atas kinerja. 
2. Pertambahan nilai kotor merupakan informasi yanga sangat berguna untuk 
mengetahui angka reinvestasi (laba ditahan dan penyusutan) 
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3. Laporan ini dianggap dapat menyembatani kepentingan akuntansi dan 
ekonomi dengan mengungkapkan jumlah kekayaan dalam pengukuran 
pendapatan nilai tambah social/nasional. 
4. Pertambahan nilai bersih bisa menjadi dasar distribusi kekayaan bukan 
pertambahan nilai kotor. 
Namun disamping keunggulannya ada juga keterbatasan laporan nilai 
tambah.  Menurut Pohan (2010) dalam penelitiannya juga mengatakan  bahwa : 
1. Tidak semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan pertambahan nilai itu 
merasa senang dengan informasi nilai tambah itu. Tidak jarang justru ada 
konflik, sehingga laporan ini justru bisa menimbulkan atau mempertajam 
konflik.  
2. Ada kemungkinan dengan adanya laporan nilai tambah ini manajemen salah 
tanggap seolah ingin memaksimalkan pertambahan nilai, padahal sikap ini 
bisa menimbulkan inefisiensy. 
3. Kesalahan penafsiran terhadap nilai tambah dapat menimbulkan salah 
pengertian seperti;  Kenaikan pertambahan nilai dianggap kenaikan laba, 
kenaikan pertambahan nilai unit dianggap otomatis bermanfaat bagi 
pemegang saham, seolah dianggap bisa mengidentifikasi distribusi yang adil 
atas perubahan nilai tambah, nilai tambah yang tinggi untuk tenaga kerja unit 
dianggap merupakan prestasi ekonomi yang baik, share tenaga kerja yang 
besar atas pertambahan nilai tidak berhak mendapatkan gaji yang tinggi. Dan 
nilai ini bisa menimbulkan semacam harapan yang besar dari karyawan 
untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. 
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Ditambahkan pula oleh Mulawarman (2006) bahwa Laporan Nilai 
Tambah belum cukup memadai sebagai informasi akuntansi Islami karena tidak 
memberikan ruang pertimbangan halal, laporan nilai tambah hanya 
mementingkan aspek distribusi dan sumber daya ekonomi, pencatatan sumber 
daya (sources) untuk penentuan dan pendistribusian nilai tambah belum 
memastikan kepastian reduksi riba (interest). 
2.5.3  Kerangka teori Laporan Nilai Tambah 
Menurut Choi (1992) dalam Samudro (2004) nilai tambah didefinisikan 
sebagai beda antara nilai output perusahaan dengan nilai input perusahaan. Nilai 
tambah dapat juga diartikan sebagai pertambahan kekayaan yang dihasilkan dari 
penggunaan produktif sumber daya perusahaan sebelum dialokasikan kepada 
pemegang saham, pemegang obligasi, kreditor, pekerja dan pemerintah. 
Belkaoui (2006) memodifikasi Laporan Laba Rugi menjadi Laporan Nilai 
Tambah, dengan langkah sebagai berikut : 
Langkah 1 : Laporan Laba Rugi menghitung jumlah laba ditahan 
sebagai perbedaan antara pendapatan dan penjualan, di satu sisi, serta 
biaya, dan dividen, di sisi lainnya : 
R = S – B – DP – W – I – DD – T                 (1) 
di mana : 
R  =  laba ditahan (retained earnings) 
S = pendapatan dari penjualan (sales revenue) 
B = bahan baku dan jasa yang dibeli (bought-in materials and services) 
DP= depresiasi (depreciation) 
W = upah (wages) 
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I = bunga (interest) 
DD= dividen (dividend) 
T = pajak (taxes) 
 
Langkah 2 : Rumus nilai tambah dapat diperoleh dengan menyusun 
kembali rumus laba ditahan menjadi : 
S – B = R + DP + W + I + DD + T            (2) 
atau 
S – B – DP = R + W – t – I + DD + T       (3) 
Rumus 2 menghitung metode nilai tambah kotor (gross value added 
method). Sedangkan rumus 3 menghitung metode nilai tambah bersih (net value 
added method). Dalam kedua kasus, sisi kiri dari perhitungan menunjukkan nilai 
tambah di antara kelompok yang terlibat dalam tim manajerial produksi (pekerja, 
pemegang saham, pemegang obligasi, dan pemerintah). Sisi sebelah kanan 
dikenal juga sebagai metode penambahan additive method) sedangkan sisi kiri 
sebagai metode pengurangan (substractive method). 
Keunggulan format nilai tambah bruto/kotor (gross value added method)  
yang dikemukakan Morley (1979) dalam Samudro (2004) : 
1. Nilai tambah akan lebih obyektif bila menyertakan penyusutan dalam 
perhitungannya. Obyektifitas ini memberikan keyakinan bagi para pekerja 
akan validitas laporan nilai tambah untuk menghitung bonus produktivitas, ini 
dikarenakan para pekerja menilai format bruto mempersempit ruang bagi 
tindakan manipulasi ataupun normalisasi. 
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2. Format bruto memberi kemungkinan untuk melihat nilai reinvestasi yang 
tergambar pada pos penyusutan dan laba ditahan. Dengan demikian format 
bruto lebih bersifat pengungkapan penuh (full disclosure). 
3. Format bruto memiliki visi dan preferensi yang sama dengan yang dimiliki 
oleh para ekonom dalam hal penghitungan pendapatan nasional bruto. 
Di lain pihak, format nilai tambah neto/bersih (net value added method)  
juga mempunyai kelebihan yang patut dipertimbangkan, yaitu : 
1. Format neto mempunyai definisi yang relatif lebih baik bagi pengertian nilai 
tambah yang akan didistribusikan di banding format bruto. Format bruto 
menghasilkan nilai tambah yang ditetapkan lebih tinggi (overstated) karena 
melibatkan unsur Penyusutan. 
2. Format neto sesuai dengan prinsip matching cost against revenue dalam 
akuntansi.  
3. Format neto mengeliminasi perhitungan ganda (double counting) yang terjadi 
bila ada pertukaran aktiva tetap antar dua perusahaan.  
4. Format Neto sesuai dengan konsepsi “distribusi keuangan kepada kelompok 
pekerja, pemilik modal dan pemerintah”. 
Adanya pos-pos Tertentu, terdiri dari : 
1.  Nontrading Credits 
Nontrading credits didefinisikan sebagai penerimaan yang didapat bukan dari 
aktivitas normal perusahaan di bidang jasa, perdagangan atau manufaktur. 
Contoh non-trading credits adalah: penjualan sekuritas; penjualan aktiva yang 
bukan merupakan persediaan; laba selisih kurs; uang muka dari pemegang 
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saham, direksi, pegawai, perusahaan afiliasi, kreditor, agen, kontrak 
pembelian; jaminan pelaksanaan kontrak; klaim kerugian dan kerusakan; 
klaim rabat; klaim restitusi pajak; cicilan pembelian saham; piutang bunga 
dan pendapatan dividen. pos nontrading credits ini bukanlah  merupakan nilai 
tambah bagi perusahaan. Dengan demikian jumlah nontrading credits akan 
dikoreksi terhadap jumlah laba ditahan. 
2.  Pos Luar Biasa (Extraordinary Gains and Losses) 
Menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia pada PSAK No.25 yang 
termasuk sebagai pos luar biasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai    
hubungan dengan kegiatan normal perusahaan. 
b.  Tidak sering terjadi dalam kegiatan normal perusahaan. 
Kedua kriteria tersebut harus selalu dihubungkan dengan sifat dan 
karakteristik dari kegiatan perusahaan serta faktor geografis perusahaan. Bila 
hanya salah satu terpenuhi kriteria terpenuhi maka transaksinya 
dikelompokkan sebagai penghasilan atau beban lain-lain. 
Dinyatakan  bahwa pos luar biasa harus disajikan setelah laba yang berasal  
dari kegiatan normal perusahaan, dengan demikian pengguna laporan keuangan 
dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan yang berasal dari kegiatan 
normal sekaligus juga melihat pengaruh dari pos luar biasa tersebut terhadap 
perhitungan laba rugi perusahaan. Dalam perhitungan nilai tambah perlakuan pos 
luar biasa dapat dianalogikan sama dengan pos non-trading credits jadi bukan 
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merupakan nilai tambah. Dengan demikian nilainya merupakan koreksi terhadap 
laba ditahan. 
2.5.4  Penyusunan dan Penyajian Laporan Nilai Tambah 
Baydoun dan Willet (1994, 2000) memberi usulan yang lebih konkrit 
mengenai laporan keuangan yaitu Islamic Corporate Reports (ICRs). ICRs terdiri 
dari Neraca berbasis nilai sekarang (current value), Laporan Nilai Tambah, dan 
Laporan Arus Kas. Rekomendasi tersebut berdasarkan pada akuntanbilitas sosial 
(social accountability) dan pengungkapan penuh (full disclosure) dan beberapa 
prinsip pengukuran (measurement) teori akuntansi.  
Adapun penyajian dari laporan laba rugi menjadi laporan nilai tambah, yaitu 
sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 
Laporan Laba Rugi Bank Syariah 
 
Pendapatan dan beban operasional 
 Pendapatan pengelolaan dana 
  oleh bank sebagai mudharib XXX 
 Hak pihak ketiga atas bagi hasil 
  dana syirkah temporer ( XXX ) 
 Hak bagi hasil milik bank  XXX 
 Pendapatan operasional lainnya bersih  XXX 
 Beban penyisihan penghapusan ( XXX )  
 Beban operasional lainnya ( XXX ) 
 Laba Operasional  XXX 
Pendapatan (beban) non operasional 
 Pendapatan non operasional  XXX 
 Beban non operasional ( XXX ) 
Beban non operasional bersih  XXX 
Laba Sebelum Pajak  XXX 
Manfaat (beban) Pajak ( XXX )   
Laba Bersih  XXX 
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Tabel 2.3  
Laporan Nilai Tambah 
 
Pendapatan   XXX 
Dikurangi : 
 Beban umum dan administrasi ( XXX ) 
 Beban Penyisihan penghapusan ( XXX ) 
 Beban estimasi kerugian komitmen  
  dan kontinjensi  ( XXX ) 
 Beban Lain-lain ( XXX ) 
 Beban non operasional ( XXX ) 
Net Value Addedraka   XXX 
Distribusi Nilai Tambah : 
 Karyawan (gaji)  XXX 
 Pemerintah (pajak)  XXX 
 Masyarakat (zakat)  XXX 
 Penyandang dana (bagi hasil)  XXX 
 Pemilik (dividen)  XXX 
 Laba Ditahan  XXX 
Jumlah Distribusi Nilai Tambah  XXX 
 
 
2.6 Bank Syariah 
  2.6.1  Pengertian Bank Syariah 
Kata bank dapat kita telusuri dari kata banque dalam bahasa Prancis, dan 
dari banco dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. 
Dewasa/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi 
dasar yang ditunjukkan oleh bank konvensional.  
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Menurut UU No. 21 Bank Konvensional didefinisikan sebagai bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya 
terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan, 
menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah 
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah.  
         Gambar 2.2 
Alur Kerja Bank Syariah 
 
     FUNDING FINANCING 
 
 
 
Mendapatkan bagi hasil,         Pemberian keuntungan 
fluktuatif (mengikuti profit bank) (bagi hasil dan margin)  
  
 
Sumber : Yusak Laksmana (2009). Tanya jawab cara mudah mendapatkan pembiayaan 
di Bank Syariah. 
 
Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran bahwa Islam adalah agama 
universal yang abadi : 
BANK PEMBIAYAAN PENABUN
G 
Nisbah Nisbah 
Pendapatan Bank : Fluktuatif 
(mengikuti pendapatan bank yang 
diperoleh dari nasabah pembiayaan) 
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“dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 
seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi 
kebaynyakan manusia tidak ada mengetahui.”(Surah Sabah ayat 34). 
  
Pada riwayat-riwayat yang sesuai kondisi tersebut , Rasulullah SAW 
bersabda : 
”wahai umat manusia! Apa yang saya halalkan adalah halal sampai hari 
kiamat dan apa yang saya haramkan adalah haram sampai kiamat”(Hurr amuli 
169/27 : 1413). 
 
Salah satu penyebab dasar keabadian dan kesempurnaan islam adalah 
bahwa syariat yang dibawa Rasulullah SAW berdampingan dengan aturan dasar 
atau pilar dasar  yang tidak berubah sesuai aturan yang fleksibel. Aturan-aturan 
dasar yang dilandaskan kepada syariah (fiqih) tentunya dikeluarkan berdasarkan 
pada aturan syariah itu sendiri dan pembedaannya dengan aturan-aturan 
pendukung yang dinamis dilandaskan pada pertimbangan maslahat sosial, 
penyediaan media-media pemikiran, pembaharuan dalam alat-alat perbankan 
yang digunakan seperti dalam masalah keuangan, pemberi tauladan untuk 
kegunaan perbankan untuk tenaga ahli muslim dan ahli keuangan dari sistem 
perbankan. 
2.6.2 Laporan Keuangan Bank Syariah 
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan 
komersial dan/atau sosial. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan 
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informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna 
laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti 
(Muhammad, 2005): Shahibul maal/pemilik dana, Pihak-pihak yang 
memanfaatkan dan menerima penyaluran dana, Pembayar zakat, infak, dan 
shadaqah, Pemegang saham, Otoritas pengawasan, Bank Indonesia, Pemerintah, 
Lembaga penjamin simpanan, dan Masyarakat. 
Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas (Nurhayati dan Wasilah, 
2009): 
1. Posisi Keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini 
menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur 
keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap 
perubahan lingkungan.  
2. Informasi Kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan 
ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang 
mungkin dikendalikan di masa depan. 
3. Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat disusun 
berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, 
aset likuid atau kas. Kerangka ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik. 
Akan tetapi, melalui laporan ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan 
dan operasi selama periode pelaporan. 
4. Informasi lain, seperti Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial 
Entitas Syariah.  
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5. Catatan dan Skedul Tambahan, merupakan penampung dari informasi 
tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan 
ketidakpastian yang mempengaruhi entitas.  
Menurut Baydoun dan Willet (2000), bentuk laporan keuangan 
perusahaan yang lebih cocok dengan akuntansi Islam adalah value added 
statement bukan laporan laba rugi konvensional. Menurut beliau value added 
statement cenderung kepada prinsip-prinsip pertanggungjawaban sosial dan 
stakeholders. Dalam value added statement, informasi yang disajikan meliputi 
laba bersih yang diperoleh perusahaan sebagai nilai tambah yang kemudian 
didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan 
dalam menghasilkan nilai tambah. 
 
Gambar 2.3 
Format Laporan Keuangan Perusahaan Islami 
Menurut Baydoun dan Willet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber: Baydoun and Willet (2000) 
Berbicara mengenai tanggung jawab sosial, Islam telah mengaturnya, 
tidak hanya pada tanggung jawab sosial tetapi juga kepada Tuhan. Oleh karena 
itu untuk memfasilitasi pertanggungjawaban tersebut maka beberapa 
Laporan Laba Rugi 
& Nilai Tambah 
Sumber dan penggunaan dana 
zakat dan Qardhul hasan Laporan Arus 
Kas 
Laporan 
Perubahan Modal 
Laporan perubahan 
Investasi Terbatas 
Neraca 
(His orical Cost 
Neraca 
(Current Value) 
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kemungkinan bentuk jenis Laporan Keuangan Akuntansi Islam adalah sebagai 
berikut (Harahap, dalam Mulawarman 2009): 
1. Neraca dimana dimuat juga informasi tentang karyawan, dan akuntansi SDM. 
2.   Laporan Nilai Tambah sebagai pengganti Laporan Laba Rugi. 
3.   Laporan Arus Kas. 
4.   Socio Economic atau Laporan Pertanggungjawaban Sosial. 
5. Catatan penyelesaian laporan keuangan yang bisa berisi laporan: yang 
mengungkapkan lebih luas tentang laporan keuangan yang disajikan, Laporan 
tentang berbagai nilai dan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 
Misalnya dengan juga menyajikan pernyataan Dewan Pengawas Syariah, 
menyajikan informasi tentang efisiensi, good governance dan laporan 
produktivitas.  
Sedangkan Laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK No. 101 
terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 
1. Neraca 
2. Laporan Laba Rugi 
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
4. Laporan Arus Kas 
5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait 
6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil 
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 
8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 
9. Catatan atas Laporan Keuangan 
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Bank Islam atau dikenal juga dengan sebutan bank syariah, merupakan 
bank yang seharusnya menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. 
Tidak seperti bank konvensional yang cenderung menekankan pada 
pengungkapan laba, penilaian resiko dan aspek non-sosial lainnya, bank Islam 
harus mengungkapkan informasi yang penting bagi para pengguna laporan 
mereka guna pengambilan keputusan untuk menunjukkan tanggung jawab 
mereka pada Tuhan dan masyarakat. 
Triyuwono (2005) dalam Meutia mengungkapkan bahwa tingkat 
penilaian kesehatan bank syariah menyatakan bahwa kesehatan bank syariah 
antara lain dapat diukur dengan give out dan socio economic-wealth. Give out 
bermakna distribusi kesejahteraan yang telah berhasil diciptakan oleh bank 
syariah. Kesejahteraan menurut perspektif syariah harus didistribusikan kepada 
direct participant, indirect participant dan alam. Sedangkan socio economic-
wealth merupakan faktor “hasil” khususnya pada tingkat kesejahteraan materi. 
Lebih jauh Triyuwono menyatakan bahwa socio economic wealth ini secara 
alami melekat pada diri bank syariah. Meniadakan socio economic wealth ini 
berarti menghilangkan jati diri bank syariah. Berdasarkan perspektif Triyuwono, 
ini sangat jelas bahwa bank syariah memiliki tanggungjawab sosial-ekonomi 
yang besar terhadap direct participant, indirect participant dan alam.  
Beberapa penelitian yang ada mengindikasikan bahwa bank syariah tidak 
sepenuhnya memenuhi peran sosial-nya seperti yang diinginkan oleh prinsip 
syariah. Sebagai contoh, bank Islam seharusnya lebih menekankan pada 
pembiayaan profit and loss sharing (musharakah), namun pada kenyataannya, 
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sangat sedikit bank Islam yang memberikan perhatian pada aspek sosial ini. Hal 
tersebut terjadi karena belum dipenuhinya fungsi bank syariah  yang memuat 
nilai-nilai Islam dimungkinkan terjadi karena dalam beberapa aspek institusi 
keuangan Islam ini masih berpegang pada standar akuntansi konvensional 
termasuk dalam hal pengungkapan. Harahap (2003) dalam Meutia, 
mengungkapkan bahwa biarpun Accounting, Auditing Organization for Islamic 
Financial Institution (AAOIFI) telah dikembangkan, namun standar akuntansi di 
dalamnya kebanyakan masih berdasarkan pada konsep akuntansi konvensional  
yang dipenuhi oleh nilai-nilai kapitalisme dan sekulerisme.  
Di Indonesia, PSAK No 59 yang mengatur mengenai perbankan syariah, 
dalam kenyataannya masih menggunakan entity theory sebagai basis teori dalam 
penyusunannya. PSAK 59 hanya mengatur hal-hal umum yang bersifat keuangan 
dan kuantitatif. Karenanya jika kita melihat laporan bank syariah baik laporan 
tahunan maupun laporan keuangan, maka fungsi tanggungjawab sosial hanya 
muncul dalam bentuk laporan zakat dan qardul hasan serta beberapa tindakan 
donasi yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh perusahaan pada 
umumnya. Walaupun PSAK 59 ini sudah digantikan dengan PSAK 101 – 106, 
namun secara substansi tidak banyak perubahan yang berarti berkaitan dengan 
bank Islam secara murni.  
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2.7  Hasil dan Riset sebelumnya terkait dengan shariah enterprise theory dan 
value added statement 
Beberapa penelitian  yang terkait dengan shariah enterprise theory dan value 
added statement, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Penelitian Kurniasari (2011) 
Menurut  Kurniasari (2011), dalam penelitian dengan objek penelitian 
berupa Laporan keuangan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan nilai tambah 
sebesar 7,50% pada tahun 2008 dan 18,33% pada tahun 2009. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan distribusi nilai tambah 
dapat dilihat bahwa BMI bukanlah instasi atau perusahaan yang bersifat 
shareholder oriented. Berdasarkan laporan nilai tambah, terlihat bahwa selain 
mengutamakan para pemegang saham serta perusahaannya, ternyata Bank 
Muamalat Indonesia lebih peduli pada stakeholder terlebih pada para 
penyandang dana serta karyawan.  
2. Penelitian Damastuti (2010) 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan 
bank syariah dengan menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah 
berdasarkan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari ROA, 
ROE, rasio perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif, 
NPM, dan BOPO. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang. Populasi dari penelitian ini adalah 
laporan keuangan PT. BMI Cabang Semarang, sedangkan sampel yang 
digunakan adalah laporan keuangan tahun 2007-2009 untuk masing-masing 
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pendekatan yaitu income statement approach dan value added approach. Alat 
analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian ini adalah 
independent sample t-test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan (ROA, ROE, 
perbandingan laba bersih dengan aktiva produktif, dan NPM) terdapat perbedaan 
yang signifikan antara income statement approach dan value added approach, 
sedangkan pada rasio BOPO antara income statement approach dan value added 
approach tidak terdapat perbedaan. Akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan 
tingkat profitabilitas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara 
income statement approach dan value added approach. Dari hasil interpretasi 
yang dilakukan, dapat disimpulkan adanya perbedaan penerapan teori yang 
digunakan dalam Laporan Laba Rugi dan Laporan Nilai Tambah. Laporan Laba 
Rugi menggunakan entity theory yang menekankan pendapatan operasi utamanya 
untuk dibagihasilkan dan hanya dikhususkan untuk pemilik modal, sedangkan 
Laporan Nilai Tambah menggunakan syariah enterprise theory yang lebih 
menerapkan prinsip keadilan dimana nilai tambah akan didistribusikan kepada 
semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan nilai tambah tersebut. 
3. Penelitian Samudro (2004)  
Berdasarkan penelitian Samudro menjelaskan bahwa Kebijakan pemerintah untuk 
memprivatisasi BUMN (di BUMN) Indosat pada tahun 2002 menuimbulkan kontroversi 
antara pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dengan pihak Indosat lainnya 
terutama karyawan dan masyarakat umum. Protes Focal adalah masalah nasionalisme 
dalam kaitannya dengan keamanan negara karena pemegang saham mayoritas baru 
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adalah Singapura dan Teknologi Telemedia (STT) terutama sebagai agen asing. Subjek 
tulisan ini tidak menyangkut masalah keamanan negara tetapi untuk menilai kinerja 
keuangan Indosat sebelum dan sesudah privatisasi dengan menggunakan analisis 
pernyataan nilai tambah. Apakah ini akhir privatisasi perusahaan telekomunikasi dengan 
keuntungan finansial atau meningkatkan nilai tambah kepada setiap stakeholders analisis 
utama dari artikel ini. 
Dari hasil penelitian yang diperoleh dinyatakan bahwa Privatisasi Indosat 
yang banyak mengundang kontroversi ternyata membawa manfaat yang terlihat 
langsung pada laporan nilai tambah kepada karyawan dan kreditor. Karyawan 
menikmati manfaat dengan dilakukannya standarisasi gaji antara Indosat dengan 
Satelindo, Bimagraha dan IM3. Pemberi pinjaman menerima manfaat dari 
semakin besarnya pembayaran bunga karena Indosat menambah jumlah hutang 
jangka panjang dan obligasinya. 
Penurunan porsi pemegang saham seperti yang tercermin dalam dividen 
2002 merupakan konsekuensi langsung dari anjloknya laba bersih. Penurunan 
laba bersih ini merupakan suatu hal yang temporer mengingat sebab utamanya 
bukanlah karena kegiatan operasional Indosat. Pos-pos penyebab anjloknya laba 
bersih tersebut adalah amortisasi goodwill, penyisihan piutang bunga ragu-ragu 
obligasi konversi, penyesuaian piutang usaha dari PT Telkom, pos lain-lain, dan 
laba pra akuisisi. Penurunan porsi nilai tambah pemerintah yang ditunjukkan 
dalam pajak merupakan abnormalitas yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003 
disebabkan oleh keuntungan penjualan Telkomsel dan pembalikan kewajiban 
pajak anak perusahaan.  
61 
 
 
Perlu diingat pula bahwa pemerintah juga mempunyai hak atas sebagian 
dividen perusahaan sesuai dengan tingkat kepemilikan perusahaan BUMN ini 
selama 2001- 2003. Nilai tambah yang ditanam dalam perusahaan seperti yang 
ditunjukkan oleh pos laba ditahan cenderung turun porsinya menunjukkan bahwa 
Indosat semakin mengutamakan stakeholders-nya. Terlepas dari adanya beberapa 
kelemahan laporan nilai tambah dibandingkan dengan laporan keuangan 
konvensional, namun cukup bermanfaat dalam menganalisa kontribusi 
perusahaan terhadap para stakeholders langsung maupun tidak langsung. 
4. Penelitian Subroto (2005) 
Menurut Subroto, nilai tambah bukanlah sebuah konsep yang baru, tetapi 
satu hal yang pasti, bahwa konsep nilai tambah bukanlah berasal dari khazanah 
disiplin akuntansi. Konsep ini pada mulanya dipakai oleh pakar ekonomi, apakah 
konsep itu perlu dimasukkan ke dalam praktek pelaporan keuangan, hanya di 
Inggrislah laporan nilai tambah memiliki akar dan mengalami perkembangan 
pesat. Laporan nilai tambah menekankan kinerja permitraan dalam menciptakan 
kekayaan, sementara perhitungan laba rugi secara tradisional memperhatikan 
laba atau rugi dari sudut pandang pemegang saham, laporan nilai tambah 
memperlihatkan penghasilan entitas yang lebih besar dan sekaligus 
memperlihatkan bagaimana penghasilan tersebut dibagikan di antara para 
penyumbangnya. Dengan cara yang berbeda dapat dinyatakan, bahwa laporan 
nilai mengajukan pertanyaan yang berbeda dengan perhitungan laba rugi. 
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5. Penelitian Pohan (2010) 
Menurut Penulis ada beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan mengenai Penerapan Laporan Nilai Tambah yaitu sebagai berikut: 
a. Laporan Nilai Nilai Tambah memepunyai dua pendekatan yaitu : additive 
methode dan subractive methode,dua pendekatan ini dipraktekkan secara 
umum di Negara-negara Jerman, Prancis, Inggris, Australia, walaupun standar 
yang baku belum mengaturnya. 
b. Untuk entitas syariah di Indonesia penerapan Laporan Nilai Tambah mutlak 
dilakukan karena sangat sesuai dengan syariat islam yaitu prinsip kebenaran 
dan kejujuran, prinsip keadilan, dan prinsip pertanggungjawaban. Akan tetapi 
karena ketiadaan standar yang mengatur dan mengharuskannya, maka 
penerapan Laporan Nilai Tambah belum lazim dilaksanakan di Indonesia . 
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BAB III 
METODA PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metoda penelitian deskriptif . Dipaparkan bahwa 
penelitian deskriptif merupakan metoda penelitian yang berusaha untuk 
menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penerapan 
metoda deskriptif dengan pendekatan kualitatif  dan kuantitatif dalam penelitian ini 
didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh gambaran yang  jelas 
dan mendalam mengenai implementasi shariah enterprise theory melalui value added 
statement, dimana mengkonversi atau merekonstruksi laporan laba rugi menjadi value 
added statement untuk menilai tanggung jawab perbankan syariah kepada 
stakeholders. 
 
3.2 Objek Penelitian 
Data penelitian menggunakan annual report tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 
2010  PT. Bank Muamalat Indonesia yang diperoleh dari website www.BMI.co.id. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Data kuantitatif,  yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk 
angka-angka. Data ini berupa Laporan Keuangan (annual report) PT. 
Bank Muamalat Indonesia tahun 2008, 2009, dan 2010. 
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2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi atau 
non kualitatif. Data ini dapat berupa pendapat baik dari hasil diskusi 
dengan orang-orang yang dianggap kompeten tentang value added 
statement  maupun dari berbagai macam literatur, jurnal, simposium 
akuntansi, website, dan sebagainya. 
3.3.2 Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber pertama berupa 
Laporan Keuangan (annual report) PT. Bank Muamalat Indonesia 
tahun 2008, 2009, dan 2010. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai 
literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, Simposium Nasional 
Akuntansi maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Metoda  yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan adalah 
sebagai berikut : 
1. Observasi tidak langsung 
  Dilakukan dengan membuka website dari objek yang diteliti, sehingga 
dapat diperoleh laporan keuangan, gambaran umum bank dan 
perkembangannya yang kemudian digunakan untuk penelitian. Situs yang 
digunakan adalah : 
a. www.BMI.co.id 
b. www.bi.go.id 
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2. Penelitian kepustakaan 
Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 
memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan shariah 
enterprise theory, value added statement, bank syariah seperti dari literatur, 
jurnal-jurnal, media massa dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai 
sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain. 
 
3.5  Teknik Analisis Data 
3.5.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif  
Melakukan rekonstruksi atau mengkonversi laporan laba rugi menjadi 
value added statement, dan menganalisis rasio dengan menggunakan 
berbagai rumus untuk menilai tinggi rendahnya tanggung jawab 
perbankan syariah kepada stakeholder. 
3.5.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 
Menggambarkan atau menjelaskan (deskriptif) kondisi-kondisi keadaan 
aktual dari unit penelitian berupa angka-angka yang diolah dan didukung 
oleh tabel.   
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan 
Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 
di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama 
Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan 
dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama 
di Indonesia. Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan 
penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya 
berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris 
Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 
Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 
Nomor 34. 
Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai 
pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara 
silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa 
Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka. Dengan modal awal 
tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 
1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa 
Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 430/KMK.013/1992 
Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan 
dengan 27 Syawal 1412 H. 
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Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank 
Indonesia sebagai Bank Devisa. Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa 
negara di Asia Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap 
perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen 
korporasi. Bank Muamalat pun ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka 
non performing financing (NPF) Bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%.  
Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik 
terendah hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal. Kondisi 
tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan 
keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan di Jeddah–Saudi 
Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan 
melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999. 
Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil 
membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya 
dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi 
usaha yang tepat, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara 
murni.  
 
4.2 Visi dan Misi 
4.2.1 Visi 
Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, 
dan dikagumi di pasar rasional. 
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4.2.2  Misi 
Menjadi role model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan 
penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan 
orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada 
stakeholder. 
 
4.3 Produk dan Jasa (product and services) 
 4.3.1  Produk Penghimpunan Dana (fundings product) 
1. Shar-e 
Shar-e adalah tabungan instan Investasi syariah yang memadukan 
kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan 
dapat dibeli di kantor layanan Bank Muamalat juga di Kantor Pos Online di 
seluruh Indonesia. Shar-e adalah sarana menabung dan berinvestasi di Bank 
Muamalat dan diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil 
kompetitif. Shar-e memiliki fasilitas Tarik Tunai bebas biaya di seluruh 
jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di seluruh merchant 
Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (Phone banking 24 jam 
untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi, transfer antar 
rekening sampai dengan Rp 50 juta dan berbagai fitur pembayaran). Shar-e 
juga sudah terhubung dengan jaringan ATM Malaysia yang tergabung dalam 
MEPS (Malaysian Electronic Payment System).  
 
 
69 
 
 
2. Tabungan Ummat 
Merupakan investasi tabungan dengan akad Mudharabah di kantor 
layanan Bank Muamalat di seluruh Indonesia yang penarikannya dapat 
dilakukan secara bebas biaya di seluruh counter Bank Muamalat, ATM 
Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. 
Tabungan Ummat dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses 
debit di seluruh merchant Debit BCA/ PRIMA di seluruh Indonesia. Selain 
itu, nasabah tabungan Ummat akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif 
perbulannya. 
3. Tabunganku 
Merupakan tabungan bebas biaya administrasi bulanan yang dapat 
diakses dengan mudah dan murah. Nasabah cukup menyediakan dana Rp 
20.000 untuk dapat memiliki rekening TabunganKu. Nasabah TabunganKu 
dapat menyetor di seluruh kantor cabang dan menarik di kantor cabang Bank 
Muamalat secara bebas biaya. 
4. Tabungan Haji dan Arafah Plus 
Merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berencana 
untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk 
merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu 
pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa secara cuma-
cuma nasabah akan mendapat penggantian sebesar selisih nilai biaya Ibadah 
Haji (BPIH) dengan saldo tabungan melalui ahli waris manakala meninggal 
dunia. Tabungan haji Arafah juga menjamin Nasabah untuk memperoleh 
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porsi keberangkatan karena Bank Muamalat telah terhubung on-line dengan 
Siskohat Departemen Agama. 
5. Deposito Mudharabah 
Merupakan jenis investasi syariah bagi nasabah perorangan dan 
badan hukum yang memberikan bagi hasil yang optimal. Dana nasabah yang 
disimpan pada Deposito Mudharabah akan dikelola melalui pembiayaan 
kepada berbagai jenis usaha sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga 
memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 
12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah dan USD. Deposito 
Mudharabah dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) dan 
juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan di Bank Muamalat. 
6. Deposito Fulinves 
Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah 
perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Deposito Fulinves 
memiliki keunggulan perlindungan asuransi jiwa secara cuma-cuma dan 
dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) dan dapat 
dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan di Bank Muamalat. Deposito 
Fulinves memberikan bagi hasil setiap bulan yang optimal. 
7. Giro Wadi’ah 
Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang 
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 
giro dan aplikasi pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi 
maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Fasilitas khusus giro 
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perorangan, nasabah akan mendapat kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas 
biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama serta akses 
di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA. 
8. Kas Kilat 
Muamalat kas kilat-i (mk2) adalah layanan pengiriman uang yang 
cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air 
melalui rekening tabungan Shar-e. Layanan kas kilat bekerja sama dengan 
Bank Muamalat Malaysia Berhad membantu nasabah mengirimkan uang 
secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia. 
9. Dana Pensiun Muamalat 
DPLK Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia 18 tahun, 
atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran 
sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 50.000 perbulan dan pembayarannya 
dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat 
ditransfer dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT 
UMAT, dimana selama masa kepesertaan akan dilindungi asuransi jiwa 
sesuai ketentuan berlaku. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan 
memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika 
peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun. 
4.3.2  Produk Pembiayaan (financing products) 
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Muamalat 
dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas 
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dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 
4.3.2.1 Pembiayaan Jual Beli 
1. Murabahah 
Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 
yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. 
Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif 
2. Salam  
Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana 
pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Konsep Salam cocok untuk 
pembiayaan di bidang pertanian. 
3. Istishna’ 
Adalah jual beli dimana produsen (shaani’) ditugaskan untuk 
membuat suatu barang pesanan dari pemesan (mustashni’). Istishna’ mirip 
dengan Salam yaitu dari segi obyek pesanannya harus dibuat atau dipesan 
terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya, pembayaran Istishna’ 
dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. 
4.3.2.2. Pembiayaan Bagi Hasil 
1. Musyarakah  
Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 
tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan 
atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 
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ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini cocok untuk 
pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. 
2. Musyarakah Mutanaqisah 
Adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) 
atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara 
bertahap oleh pihak lainnya. Konsep ini dapat digunakan untuk pembelian 
rumah, melalui pengajuan pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah (KPR) 
Syariah Baiti Jannati. 
 
3. Mudharabah 
Adalah kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak (Bank) 
bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal), dan pihak lain (nasabah) 
bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam hal ini, Bank 
menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola. Pembiayaan 
Mudharabah banyak digunakan untuk pembiayaan proyek atau usaha-usaha 
yang memiliki proyeksi dan pencatatan pendapatan dan biaya usaha yang 
definitif. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. 
4.3.2.2 Pembiayaan Sewa 
1. Ijarah 
Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) 
dengan nasabah selaku penyewa (musta’jir) atas suatu barang atau aset milik 
Bank. Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang atau aset yang 
disewakannya 
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2. Qardh  
 Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 
diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian 
pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan 
mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk 
pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam 
jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa 
ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran 
atau sekaligus. Konsep ini dapat digunakan untuk Pembiayaan Dana 
Talangan Haji. 
3. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) 
Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (Mu’ajjir) 
dengan nasabah selaku penyewa (Musta’jir). Dengan konsep IMBT, nasabah 
(penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang 
diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk 
memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut dari pemberi sewa. 
Pembiayaan Ijarah dan IMBT umumnya digunakan untuk pembiayaan 
investasi alat-alat berat. 
4.3.3   Produk Jasa 
1.   Gadai (Rahn) 
Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan 
atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai 
ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 
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mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, rahn adalah 
perikatan jaminan hutang atau gadai.  
2.  Perwakilan (wakalah 
Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara 
teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari 
lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai 
wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu 
tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus 
mengatasnamakan yang memberikan kuasa. Prinsip wakalah biasa 
digunakan untuk layanan L/C collection, agency, dan arranger sindikasi 
pembiayaan 
3. Penjaminan (kafalah) 
Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada 
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 
Dalam pengertian lain, Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab 
seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain 
sebagai penjamin. Konsep kafalah biasa digunakan untuk layanan Bank 
Garansi. 
4. Penanggungan (hawalah) 
Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang 
lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan 
pemindahan beban hutang dari pihak yang berutang (muhil) menjadi 
tanggungan pihak yang berkewajiban membayar hutang (muhal’alaih). 
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4.3.4 Jasa Layanan 
1. ATM 
Layanan ATM 24 jam yang memudahan Nasabah melakukan 
penarikan dana tunai, pemindahbukuan, transfer antar Bank, pemeriksaan 
saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sedekah (ZIS), dan tagihan telepon. Untuk 
penarikan tunai, kartu ATM Muamalat dapat diakses di seluruh ATM 
Muamalat, ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, secara bebas biaya di 
seluruh Indonesia. Kartu ATM Muamalat juga dapat dipakai untuk 
bertransaksi di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA. 
2. SalaMuamalat 
Merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center yang dapat 
diakses melalui nomor telepon (021) 2511616, dan 0807 1 MUAMALAT. 
SalaMuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan 
dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, 
saldo dan informasi transaksi, pemindahbukuan antar rekening pembayaran, 
serta mengubah PIN. 
3. Pembayaran Zakat, Infaq, dan Sedeqah (ZIS) 
Jasa yang memudahan Nasabah dalam membayar Zakat-Infaq-
Sedekah (ZIS), melalui kantor dan ATM Bank Muamalat, baik ke lembaga 
pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya 
yang bekerjasama dengan Bank Muamalat. Nasabah juga dapat membayar 
(ZIS), melalui layanan SalaMuamalat. 
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4. Jasa Lain-lain 
Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya 
kepada masyarakat luas, seperti transfer, collection, standing instruction, 
bank draft, referensi bank.  
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BAB V 
PEMBAHASAN 
5.1 Ikhtisar Keuangan BMI 
5.1.1  Ikhtisar Keuangan Tahun 2008 
Di tahun 2008, Bank Muamalat mulai memasuki tahap kedua dari 
pencapaian Visi yaitu untuk menjadi bank yang dikagumi di pasar rasional. 
Untuk itu, strategi yang ditempuh adalah untuk lebih intensif menggarap pasar 
rasional terutama yang berada di kota-kota besar Indonesia. Untuk mengawali 
strategi tersebut, maka tema yang diusung di tahun 2008 adalah STAR WAR 
(service transformation and revitalization of wholesale, alliance and remote). 
Selain itu, di tahun 2008 juga dilaksanakan program untuk merevitalisasi 
pelaksanaan konsep WAR (wholesale, alliance, dan remote) yang telah 
dijalankan selama tiga tahun terakhir, agar memberi hasil yang lebih baik. 
Konsep WAR ini adalah bagian dari strategi Bank Muamalat untuk menjangkau 
ummat di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini merupakan tanggung jawab atas 
pelaksanaan misi pendirian serta visi Bank Muamalat melayani spiritual market. 
Pada tahun 2008, juga mencatat langkah awal Bank Muamalat untuk 
melebarkan jaringan layanannya ke dunia Internasional, antara lain dengan 
mendirikan perusahaan First Islamic Investment Bank (FIIB). Pencapaian Bank 
Muamalat pada tahun 2008, sepenuhnya mencerminkan keberhasilan strategi 
“STAR WAR”. 
Adapun secara ringkas, ikhtisar dari laporan keuangan Bank Muamalat 
Indonesia tahun 2009, sebagai berikut : 
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Tabel 5.1 
 Dalam Miliar Rupiah 
Ikhtisar 2008 2007 
Total Aset 
Total Pembiayaan 
Total Dana Pihak Ketiga 
Total Ekuitas 
Total Modal Disetor 
Laba (Rugi) Operasional 
Laba (Rugi) Bersih 
12.610,85 
10.517,86 
10.073,96 
941,09 
492,79 
300,69 
203,36 
10.569,08 
8.618,05 
8.691,33 
846,16 
492,79 
221,37 
145,32 
Sumber : laporan keuangan BMI 
Memasuki tahun 2008, krisis finansial melanda hampir seluruh kawasan 
dunia yang dipicu oleh krisis sub-prime mortage. Dampak serius yang 
ditimbulkan antara lain dengan bertumbangnya lembaga-lembaga keuangan besar 
di dunia, sebagian yang lain terpaksa menerima bantuan permodalan dari 
pemerintahnya masing-masing. Krisis finansial global ini dampaknya juga 
dirasakan oleh Indonesia, baik di pasar saham, dan juga perbankan nasional. 
Di tengah kondisi tersebut, Alhamdulillah Bank Muamalat berhasil 
mencatat pertumbuhan aset sebesar 19,1% menjadi Rp. 12.610,85 miliar pada 
tahun 2008. Sedangkan, jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat 
meningkat sebesar 22,04% dari Rp. 8.618,05 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp. 
10.517,86 miliar di tahun 2008. Peningkatan ini terutama didorong oleh kondisi 
makroekonomi yang relatif stabil, sehingga membuka peluang lebih banyak bagi 
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kegiatan usaha. Salah satu ciri khas pembiayaan adalah dukungan kepada sektor 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).  
Selanjutnya, dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan utama 
Bank Muamalat. Dana pihak ketiga digolongkan menjadi wadiah (titipan) dan 
mudharabah (bagi hasil). Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun 
selama tahun 2008 menagalami peningkatan sebesar 15,91% dari Rp. 8.691,33 
miliar ada akhir tahun 2007 menjadi Rp. 10.073,96 miliar di akhir tahun 2008. 
Pada tahun 2008 jumlah ekuitas juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 941,09 
miliar dari Rp. 846,16 pada tahun 2007.  
Bank Muamalat mencatat laba operasional sebesar Rp. 300,69 miliar pada 
tahun 2008, meningkat sebesar 35,83% dari Rp. 221,37 miliar pada tahun 2007. 
Peningkatan laba usaha ini diperoleh dari kinerja bank yang semakin solid, antara 
lain melalui keberhasilan perluasan jangkauan layanan ke seluruh provinsi di 
Indonesia berkat penetrasi Shar-E, serta keberhasilan strategi pengembangan 
usaha WAR yang mulai diterapkan pada tahun 2007. Adapun pencapaian laba 
bersih perseroan untuk tahun 2008 mencapai Rp.203.36 miliar meningkat sebesar 
39.9% dari Rp. 145,32 miliar pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan laba yang 
berhasil diraih Bank Muamalat tersebut patut disyukuri di tengah kondisi yang 
kurang mendukung. 
5.1.2 Ikhtisar Keuangan Tahun 2009 
Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh dinamika bagi industri 
perbankan syariah, dengan berbagai tantangan khususnya bagi Bank Muamalat. 
Dari sisi eksternal, dampak krisis sedikit banyak berimbas pada kinerja sektor riil 
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di Indonesia yang pada gilirannya berdampak pula pada perlambatan akselerasi 
pertumbuhan bisnis Bank Muamalat. Sehingga, tantangan dan hambatan tersebut 
dapat BMI lewati dengan langkah-langkah konsolidatif dalam bentuk menjaga 
likuiditas pada tingkat yang aman, pengendalian penyaluran pembiayaan, dan 
memperbaiki struktur aset.  
Sedangkan tantangan internal yang harus dihadapi adalah transisi 
pengurus perseroan yang telah dilewati dengan baik, serta upaya mengokohkan 
dasar-dasar yang kuat bagi Bank Muamalat. Kondisi yang dihadapi tersebut 
berdampak pada profitabilitas, akan tetapi hal ini disadari sebagai bagian dari 
investasi bagi perjalanan ke depan.Semua ini merupakan hal yang kunci dan vital 
dalam upaya memperkokoh landasan usaha, saat mana Bank Muamalat 
membangun infrastruktur maupun kerangka usaha yang lebih kokoh guna 
menopang percepatan pertumbuhan selain juga pertumbuhan jangka panjang 
yang berkesinambungan bagi Bank Muamalat. 
Adapun secara ringkas, ikhtisar dari laporan keuangan Bank Muamalat 
Indonesia tahun 2009, sebagai berikut : 
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Tabel 5.2 
 Dalam Miliar Rupiah 
Ikhtisar 2009 2008 
Total Aset 
Total Pembiayaan 
Total Dana Pihak Ketiga 
Total Ekuitas 
Total Modal Disetor 
Laba (Rugi) Operasional 
Laba (Rugi) Bersih 
16.027,18 
11.428,01 
13.316,90 
898,03 
492,79 
78,71 
50,19 
12.610,85 
10.517,86 
10.073,96 
941,09 
492,79 
300,69 
203,36 
Sumber : laporan keuangan BMI 
Keberhasilan Bank Muamalat dalam melanjutkan tradisi pertumbuhan 
bisnis merupakan capaian yang patut disyukuri. Pada tahun 2009 berjalan cukup 
baik. Aset tumbuh 27,09% menjadi Rp 16.027,18 miliar dari posisi Rp 12.610,85 
miliar di tahun 2008. Hal ini didorong oleh pertumbuhan dana pihak ketiga 
(DPK) Bank Muamalat yang tumbuh 32,19% dari Rp 10.073,96 miliar menjadi 
Rp 13.316,90 miliar. Peningkatan DPK tersebut dapat meminimalisasi risiko 
likuiditas yang dirasa cukup berat pada akhir 2008 sampai dengan awal 2009. 
Ekspansi jaringan yang dilakukan pada tahun 2009 juga turut meningkatkan aset 
Bank Muamalat. Tidak hanya menambah kantor, tetapi juga merenovasi kantor 
yang lama dengan tampilan yang lebih modern untuk menangkap peluang 
segmen pasar yang lebih luas. Hingga akhir tahun 2009, jaringan outlet Bank 
Muamalat mencapai 286 outlet yang terdiri dari 75 kantor cabang (termasuk 
83 
 
 
sebuah kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia), 51 kantor cabang 
pembantu,117 kantor kas, 43 gerai serta jaringan aliansi dengan lebih dari 4000 
System Online Payment Point (SOPP) Pos di seluruh Indonesia. Fokus 
pembiayaan pada tahun 2009 adalah meminimalisasi risiko kredit akibat dampak 
dari krisis dengan mengambil langkah-langkah konsolidatif. Hal ini 
menyebabkan pertumbuhan yang tidak terlalu besar pada sisi pembiayaan. Bank 
Muamalat mencatat pertumbuhan sebesar 8.66 % yaitu dari Rp 10.517,86 miliar 
menjadi Rp 11.428,01 miliar pada akhir 2009. Namun demikian, ada catatan bagi 
manajemen untuk memperbaiki profitabilitas usaha di masa datang, mengingat 
Perseroan mengalami penurunan laba yang cukup signifikan.  
Tahun 2009 terdapat ekuitas senilai Rp 898,03 miliar atau lebih rendah 
4,57% dibanding posisi tahun 2008 sebesar Rp 941,09 miliar. Penurunan ekuitas 
disebabkan oleh adanya penurunan saldo laba ditahan akibat realisasi 
pembayaran dividen tahun buku 2008 sebesar Rp 93,24 miliar, sementara 
penambahan laba ditahan yang berasal dari laba bersih 2009 hanya sebesar Rp 
50,19 miliar. Laba operasional mengalami penurunan sebesar 73,82% pada tahun 
2009, dari Rp 300,69 miliar tahun 2008 menjadi Rp 78,71 miliar. Penurunan ini 
merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya beban operasional akibat 
ekspansi bisnis dan beban pencadangan. Pada saat yang sama, peningkatan 
pendapatan belum dapat mengikuti pertumbuhan beban operasional karena 
pembiayaan relatif tidak terlalu banyak meningkat. Selain ekuitas dan laba 
operasional, tentunya laba besih mengalami penurunan yang sangat drastis dari 
tahun 2008 sebesar Rp. 203,36 miliar menjadi Rp. 50,19 pada tahun 2009. 
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Walaupun terjadi perlambatan dalam akselerasi pertumbuhan bisnis di tahun 
2009, Bank Muamalat tetap memiliki fundamental yang kokoh untuk menunjang 
pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan. Selain itu, beberapa 
inisiatif manajemen yang digulirkan sepanjang tahun laporan akan semakin 
memperkokoh fondasi Bank untuk  pertumbuhan di masa depan. 
5.1.3 Ikhtisar Keuangan Tahun 2010 
Upaya yang telah ditempuh membuahkan hasil dengan semakin 
meningkatnya  kinerja Bank Muamalat pada tahun 2010. Pencapaian tersebut 
diraih di tengah maraknya perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, 
sebagai bank pertama murni syariah dan pelopor dalam industri, Bank Muamalat 
mampu mempertahankan posisinya sebagai barometer perbankan syariah di 
tanah air, bahkan semakin jauh melangkah berekspansi di dalam dan luar negeri.  
Transformasi bisnis Bank Muamalat tahun 2010 dilaksanakan secara 
komprehensif dan berkesinambungan dengan penerapan efektif prinsip-prinsip 
good corporate governance, kepatuhan dan manajemen risiko yang diiringi 
dengan perkuatan infrastruktur bisnis, sistem operasi, kualitas sumberdaya 
manusia, serta penyelerasan lini bisnis guna mempertajam fokus agar menjadi 
bank pilihan nasabah. Sejumlah kinerja positif yang telah dicapai Bank 
Muamalat merupakan hasil dari implementasi sejumlah strategi bisnis selama 
tahun 2010 seperti peningkatan infrastruktur berupa penambahan ATM dengan 
berbagai fitur, jaringan kantor cabang, serta peningkatan kapasitas layanan 
teknologi informasi. Inisiatif lain yang telah dilakukan perseroan selama 2010 
adalah penguatan dan pengembangan brand produk dengan dengan terus 
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mempertajam fokus pelayanan untuk segmen corporate, retail, dan international 
banking.  
Selain itu, selama tahun 2010 Bank Muamalat juga aktif memanfaatkan 
peluang bisnis melalui portofolio investasi pada surat berharga hingga 
menyentuh Rp 530 miliar. Komposisi penempatan pada sukuk negara sebesar 
95% dan sisanya dalam sukuk korporat. Bank Muamalat terus melakukan 
berbagai perbaikan selama tahun 2010 melalui konsolidasi internal guna 
menyiapkan ekspansi bisnis yang akseleratif dimasa mendatang. Salah satunya 
memperkuat struktur modal melalui mekanisme Rights Issue yang dilakukan 
tahun 2010. Selama tahun 2010, Bank Muamalat telah menyalurkan dana CSR 
melalui Baitulmaal Muamalat (BMM), Yayasan Dana Dakwah Pembangunan 
(YDDP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-
Indonesia (ICMI) untuk program Community Development Fund. 
Adapun secara ringkas, ikhtisar dari laporan keuangan Bank Muamalat 
Indonesia tahun 2010, sebagai berikut : 
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Tabel 5.3 
Dalam Miliar Rupiah 
Ikhtisar 2010 2009 
Total Aset 
Total Pembiayaan 
Total Dana Pihak Ketiga 
Total Ekuitas 
Total Modal Disetor 
Laba (Rugi) Operasional 
Laba (Rugi) Bersih 
21.400,79 
15.917,69 
17.393,44 
1.749,16 
782,66 
238,28 
170,94 
16.027,18 
11.428,01 
13.316,90 
898,03 
492,79 
78,71 
50,19 
Sumber : laporan keuangan BMI 
Pada tahun 2010, total aset Bank Muamalat tercatat sebesar Rp 21.400,79 
miliar, meningkat sebesar 33,53% dibandingkan aset pada tahun 2009 sebesar Rp 
16.027,17 miliar. Peningkatan aset ini terutama ditunjang oleh hasil penawaran 
umum saham melalui mekanisme Rights Issue yang dilaksanakan untuk 
memenuhi strategi pertumbuhan Perseroan. Secara umum pembiayaan tahun 
2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat strategi pembiayaan 
yang lebih ekspansif dibanding dengan tahun sebelumnya. Pembiayaan tahun 
2010 mencapai Rp 15.917,69 miliar tumbuh 39,29% dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yang tercatat Rp 11.428,01 miliar. Peningkatan ini jauh lebih tinggi 
dibandingkan tahun 2009 yang tumbuh hanya 8,66% akibat kondisi ekonomi 
yang belum cukup baik pasca krisis.  
Sedangkan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat pada akhir 
2010 adalah Rp 17.393,44 miliar, meningkat 30,62% dibandingkan tahun 2009 
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yang tercatat sebesar Rp 13.316,90 miliar. Walaupun secara persentase terdapat 
penurunan, namun secara nominal pertumbuhan DPK tahun 2010 lebih besar 
yaitu Rp 4.076,54 miliar dibandingkan tahun 2009 yang sebesar Rp 3.242,94 
miliar. Dan nilai Ekuitas Bank Muamalat per 31 Desember 2010 adalah sebesar 
Rp 1.749,16 miliar. Terjadi peningkatan sebesar 94,78% dibandingkan dengan 
posisi Ekuitas per 31 Desember 2009 yang tercatat sebesar Rp 898,03 miliar.  
Peningkatan Ekuitas Bank Muamalat diperoleh dari tambahan modal hasil 
penawaran umum terbatas (PUT) IV. Jumlah modal ditempatkan dan disetor 
penuh sebesar Rp 782,66 miliar atau meningkat 58,82% dibandingkan tahun 
2009. Sedangkan tambahan modal disetor (agio) juga meningkat 287,73% dari 
Rp 132,50 miliar menjadi Rp 513,73 miliar di tahun 2010. Selanjutnya, laba 
operasional Bank Muamalat pada tahun 2010 meningkat sangat signifikan 
sebesar 202,74%, dari Rp 78,71 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 238,28 
miliar pada tahun 2010. Peningkatan ini adalah buah strategi Perseroan yang 
telah dicanangkan pada tahun sebelumnya. Investasi perseroan terutama yang 
terkait dengan beban operasional telah memberikan imbal balik di tahun 2010. 
Bank Muamalat mencatat Laba Bersih tahun 2010 sebesar Rp 170,94 miliar, 
meningkat 240,57% dibandingkan tahun 2009 yang mencatat sebesar Rp 50,19 
miliar. 
 
5.2  Penyajian Laporan Nilai Tambah 
Penyusunan Laporan Nilai Tambah terdiri dari dua proses. Pertama, 
mengidentifikasikan nilai yang ditambah dalam proses produksi dan penjulan. 
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Selanjutnya  nilai yang diperoleh dikurangi dengan material dan jasa yang dibeli oleh 
perusahaan. Kedua, memisahkan atau mendistribusikan nilai tambah untuk 
stakeholders.  
Langkah-langkah penyusunan nilai tambah pada BMI sebagai berikut : 
1. Untuk menyusun Laporan Nilai Tambah adalah dengan menguraikan 
bagian produktif yang meliputi pendapatan dan pengeluaran, yaitu 
pengeluaran untuk barang dan jasa dari pihak lain di luar pihak 
stakeholder.  
2. Menguraikan komponen beban yang termasuk dalam alokasi (distribusi) 
nilai tambah kepada stakeholder. 
3. Menyusun kertas kerja konversi yang mengubah laporan laba rugi 
menjadi Laporan Nilai Tambah (value added statement). 
4. Langkah terakhir adalah menyusun laporan nilai tambah (value added 
statement).  
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Tabel 5.4 
Laporan Nilai Tambah BMI 
  
2008 2009 2010 
  Pendapatan 1.473.984.778 1.753.612.826 1.898.610.796 
   Dikurangi       
  
Beban Umum dan 
Administrasi 
(313.201.823) (333.714.118) (381.539.616) 
Beban Penyisihan 
Penghapusan 
(65.937.652) (108.905.351) (96.306.383) 
Beban Estimasi Kerugian 
Komitmen dan 
Kontinjensi 
(2.369.870) (432.355) (364.914) 
Beban Lain-lain (32.641.530) (52.542.457) (41.881.482) 
Beban Non Operasional (6.937.683) (12.137.583) (12.273.455) 
  Net Value Added 1.052.896.220 1.245.880.962 1.366.244.946 
  Distribusi Nilai Tambah       
  
Karyawan (gaji) 229.253.172 332.126.292 354.374.367 
Pemerintah (pajak) 91.435.871 14.586.666 60.137.971 
Masyarakat (Zakat) 4.908.607 7.125.670 4.970.177 
Penyandang Dana (bagi 
hasil) 
523.937.879 841.868.023 775.823.695 
Pemilik (Dividen) 93.244.898 37.896.346 8.770.471 
Laba Ditahan 110.115.793 12.295.965 162.168.265 
  Jumlah Distribusi Nilai   
Tambah  
1.052.896.220 1.245.880.962 1.366.244.946 
 
Berdasarkan konsep Laporan Nilai Tambah yang lebih menekankan pada 
distribusi nilai tambah yang diciptakan kepada yang berhak menerimanya baik itu 
90 
 
 
kepada karyawan (gaji), pemerintah (pajak), masyarakat (zakat), penyandang dana 
(bagi hasil), pemilik (dividen), dan laba ditahan. Laporan nilai tambah memberikan 
informasi yang sangat jelas tentang kepada siapa dan berapa besar nilai tambah yang 
diciptakan oleh perusahaan akan didistribusikan. Oleh karena itu, nilai tambah 
dipandang sesuai dengan etika bisnis dalam islam yaitu keadilan dan kerjasama. 
Untuk mengetahui besarnya alokasi nilai tambah maka disusunlah value added 
statement (Laporan Nilai Tambah).  
Laporan Nilai tambah mampu menunjukkan prinsip yang berbentuk 
pertanggungjawaban utamanya kepada Allah secara vertikal yang kemudian 
dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban secara horizontal pada umat 
manusia dan lingkungan alam. Pengungkapan distribusi nilai tambah dilakukan 
dengan tujuan untuk mendapatkan keridhoan yang diperlukan oleh manusia untuk 
mendapatkan pengakuan dari Tuhan, bahwa sumber daya yang dipercayakan kepada 
manusia telah digunakan sesuai dengan tujuan penciptaanya, seperti dalam hal 
amanah dari Tuhan kepada manusia yaitu sebagai khalifilatullah fil Ardh. 
Laba berdasarkan konsep Laporan Nilai Tambah di uraikan dalam bentuk 
pendapatan yang terdiri dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai 
mudharib, pendapatan operasional lainnya, dan pendapatan non operasional. Hal ini 
menunjukkan bahwa konsep nilai tambah memiliki nilai keadilan, karena semua 
pihak baik direct stakeholders maupun indirect stakeholders berhak merasakan setiap 
nilai tambah yang dihasilkan, tidak memandang apakah berasal dari operasional 
perusahaan atau non operasional perusahaan. 
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 Laporan Nilai Tambah juga telah menunjukkan gambaran epistimologi 
berpasangan (sinergi oposisi biner)  yaitu material dan spritual dimana bisnis tidak 
hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan material semata melainkan juga untuk 
memenuhi kewajiban terhadap agama dan mancapai tujuan-tujuan non material. 
Salah satu konsep pertanggungjawaban dan epistimologi berpasangan tersebut 
dijabarkan melalui zakat oleh BMI. Pemberian zakat merupakan bentuk tanggung 
jawab manajemen kepada masyarakat, selain itu zakat dalam laporan nilai tambah 
merupakan manifestasi ibadah kepada Tuhan.  
Laporan nilai tambah tahun 2008, 2009, dan 2010 yang terlihat pada tabel 5.4 
menyatakan dengan jelas bahwa porsi nilai tambah yang telah berhasil diciptakan 
oleh perusahaan. Pada tahun 2008 BMI mencatat nilai tambah sebesar Rp. 
1.052.896.220, mengalami peningkatan sebesar Rp. 192.984.742 menjadi Rp. 
1.245.880.962 pada tahun 2009, sedangkan pada tahun 2010 nilai tambah BMI 
kembali mengalami peningkatan  menjadi Rp. Rp. 1.366.244.946. Secara umum, nilai 
tambah yang diciptakan oleh BMI mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai 
tahun 2010 diiringi oleh peningkatan jumlah pendapatan secara signifikan. Meskipun, 
pada tahun 2008 penurunan terjadi pada Laba bersih BMI, namun di sisi lain total 
aset meningkat mengikut jumlah pendapatan.  
Adanya perbedaan dengan laporan laba rugi yang selalu mengalami fluktuasi 
tiap tahun, laporan nilai tambah senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya, ini 
disebabkan oleh konsep yang menaungi keduanya. Dalam kerangka laporan laba rugi 
dapat di lihat bahwa item seperti karyawan, dana pihak ketiga, masyarakat dan pajak 
merupakan item yang dimasukkan sebagai beban, sehinga mereka berfungsi sebagai 
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pengurang dari pendapatan. Sedangkan konsep Laporan Nilai Tambah merupakan 
kepedulian perusahaan terhadap pihak-pihak yang memiliki peran secara langung 
dalam operasional perusahaan maupun pihak-pihak yng tidak terkait langsung dengan 
operasional perusahaan atau dalam shariah enterprise theory dinamakan direct 
stakeholders dan indirect stakeholders. Kepedulian tersebut diwujudkan perusahaan 
melalui pendistribusian nilai tambah secara adil kepada semua pihak.  
Penelitian tentang Laporan Nilai Tambah ini lebih difokuskan pada 
penditribusian value added  pada karyawan, penyandang dana (nasabah), dan dividen 
karena jika dilihat dari distribusi nilai tambah dari ketiga stakeholders tersebut 
memiliki jumlah yang besar dibandingkan dengan ketiga stakeholders lainnya 
(pemerintah, masyarakat, dan laba ditahan). Selain itu, ketiga stakeholders ini 
(karyawan, penyandang dana (nasabah), dan dividen) tidak terlalu mengalami 
fluktuasi yang signifikan seperti ketiga stakeholder lainnya. 
 
5.3 Distribusi Nilai Tambah BMI 
5.3.1  Distribusi Nilai Tambah kepada Karyawan 
Tabel 5.5 
Tahun % Nilai Tambah 
 
2008 
2009 
2010 
 
 
21,77 % 
26,66 % 
25,93 % 
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Distribusi Karyawan
 
Dari tabel dapat dilihat dengan jelas bahwa nilai tambah terhadap 
karyawan terjadi secara fluktuatif berdasarkan persenase, namu dari segi nominal 
mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 distribusi nilai tambah pada karyawan 
sebesar Rp. 229.253.172 atau 21,77 %. Porsi karyawan mengalami kenaikan dari 
tahun sebelumnya, karena adanya prinsip “calestial management” yang 
diterapkan BMI dengan cara menjadikan muamalat spirit sebagai sebuah pilar 
yang meningkatkan kualitas sumber daya insani yang merupakan bagian dari 
pengabdian kepada Tuhan (a place of worship).  Sedangkan pada tahun 2009 
porsi nilai tambah terhadap karyawan meningkat menjadi Rp. 332.126.292 atau 
26,66%, dan kembali mengalami peningkatan secara nominal tapi berdasarkan 
persentasi mengalami penurunan menjadi Rp. 354.374.367 atau 25,93% pada 
tahun 2010, ini berarti karyawan mempunyai kinerja baik sehingga dapat 
menciptakan kemajuan perusahaan, meskipun pada tahun 2009 terjadi penurunan 
laba bersih namun itu tidak mempengaruhi distribusi nilai tambah terhadap 
karyawan, karena BMI  sangat memperhatikan kesejahteraan karywannya dan 
melakukan program pengembangan kompetensi kepada para karyawannya 
melalui kegiatan training yang disusun secara khusus berdasarkan level jabatan, 
fungsi serta kompetensi masing-masing karyawan.  
94 
 
 
BMI juga melakukan penilaian ulang terhadap fungsi-fungsi sumber daya 
yang dibantu oleh konsultan, penyempurnaan Human Resources Information 
System (HRIS), serta mengurangi jumlah karyawan outsourcing. Dalam program 
ini komposisi karyawan tetap dan outsourcing banking staff diubah dari yang 
sebelumnya karyawan outsourcing. Kenaikan dan penurunan didasari oleh 
adanya program akselerasi pengalihan karyawan outsourcing menjadi karyawan 
tetap maupun kontrak. Selain pengurangan karyawan outsourching BMI juga 
memberikan kewajiban imbalan pasca kerja dan program iuran pensiun kepada 
karyawan berdasarkan jabatan dan usia.  
Hal ini harus disadari oleh BMI untuk menjaga kualitas karyawan dan 
menerapkan prosedur kerja serta peraturan yang telah dilakukan agar terus 
dipertahankan dan atau bahkan ditingkatkan, karena karyawan merupakan aset 
terbesar yang dimiliki oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja keungan, dan 
begitupun dengan karyawan yang membutuhkan perusahaan untuk kesejehteraan 
mereka. Adanya hubungan mutualisme tersebut akan mendukung kelangsungan 
hidup BMI. Adapun sumber distribusi nilai tambah karyawan terdiri dari Gaji, 
upah, tunjangan kesejahteraan karyawan tetap, gaji dan kompensasi manajemen, 
pendidikan dan pelatihan, beban penelitian dan pengembangan, perjalanan dinas, 
dan gaji upah tunjangan karyawan outsourching. 
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5.3.2 Distribusi Nilai Tambah kepada Pemerintah 
Tabel 5.6 
Tahun % Nilai Tambah 
 
2008 
2009 
2010 
 
 
8,68 % 
1,17 % 
4,00 % 
 
0.00%
5.00%
10.00%
2008 2009 2010
Distribusi Pemerintah
 
Berdasarkan Tabel diatas, dijelaskan bahwa jumlah pajak kepada 
pemerintah pada tahun 2008 meningkat sangat signifikan adalah Rp. 91.435.871 
atau 8,68 % sebagai akibat BMI membayar pajak atas laba yang diperoleh. 
Fluktuasi pajak kepada pemerintah selama 2008, 2009, dan 2010, terutama akibat 
perbedaan laba bersih yang diperoleh. Tahun 2009 terjadi penurunan nilai 
tambah pemerintah menjadi Rp. 14.568.666 atau 1,17 % disebabkan oleh 
penurunan drastis laba operasional perusahaan. Sedangkan nilai tambah 
pemerintah tahun 2010 menjadi Rp. 60.137.971 atau 4,40 %, mulai mengalami 
kenaikan. Selain laba operasional, beban operasional juga mengalami kenaikan 
pada tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp. 739.141.501 dan Rp. 788.653.131, serta 
peningkatan beban penyisihan penghapusan guna mengantisipasi risiko 
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pembiayaan juga menjadi pemicu turunnya laba operasional perusahaan. Sebagai 
bagian dari kepatuhan dan kontribusi kepada pendapatan negara, maka Bank 
Muamalat secara konsisten selalu mematuhi kewajiban pajak perusahaan. 
5.3.3 Distribusi Nilai Tambah kepada Masyarakat  
Tabel 5.7 
Tahun % Nilai Tambah 
 
2008 
2009 
2010 
 
 
0,47 % 
0,57 % 
0,36 % 
 
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
2008 2009 2010
Distribusi Masyarakat
 
Makna zakat dalam syariah mengandung dua aspek di dalamnya. Makna 
pertama, yaitu sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh 
kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang 
menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat atau 
keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang 
seperti zakat tijarah dan zira‟ah. Kedua, pensucian, karena zakat adalah 
pensucian atas kerasukan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, 
sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Sedangkan menurut 
Qardawi (2007:39), kata zakat dalam bentuk ma‟rifah disebut tiga puluh kali di 
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dalam Al-Quran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat 
bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan 
shalat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu firman Allah. 
Zakat adalah salah satu ciri sistem ekonomi Islam, karena zakat 
merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. 
Ini berarti bahwa net profit bukan lagi ukuran keberhasilan manajemen 
perusahaan, tapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja materi dan spritual, 
seperti yang telah dijelaskan oleh epistimologi berpasangan. Kemudian 
environment and stakeholder oriented memiliki implikasi bahwa akuntansi 
mempunyai kepedulian untuk mendistribusikan kesejahteraan (nilai tambah) 
yang berhasil diciptakan untuk alam dan stakeholders.  
Zakat merupakan ibadah maliyah dan ijtimaiyah, yakni ibadah dalam 
bentuk harta yang berdimensi sosial kemasyarakatan dan kemanusian yang dapat 
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. BMI dalam melaksanakan 
perannya sebagai bank syariah tidak luput dari kewajiban mereka untuk 
membayar zakat dan mendistribusikan kepada pihak-pihak yang sudah tertera 
dalam ayat al quran serta mendistribusikan kesejahteraan melalui zakat yang 
disalurkan ini merupakan bentuk perhatian terhadap sosial. Kepedulian BMI 
dalam mendistribusikan kekayaan dalam bentuk zakat selain merupakan bentuk 
perhatian terhadap sosial tetapi terhadap lingkungan. 
Dari tabel dapat dilihat dengan jelas, porsi nilai tambah terhadap 
masyarakat mengalami kondisi yang fluktuatif. Sumber dari zakat BMI tidak 
sepenuhnya berasal dari zakat perusahaan, namun sebagian dari pihak luar bank 
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(karyawan dan nasabah). Tahun 2008 diindikasikan porsi distribusi nilai tambah 
kepada masyarakat sebesar 0,47 % atau Rp. 4.908.607, mengalami kenaikan pada 
tahun 2009 sebesar 7.125.670 atau 0,57 %. Pada tahun 2010 terjadi penurunan 
yang drastis menjadi Rp. 4.970.177 atau 0,36 %.  
Dengan adanya pendistribusian nilai tambah kepada masyarakat dalam 
bentuk zakat menunjukkan bahwa BMI bukanlah sebuah perusahaan yang hanya 
berorientasi terhadap laba (profit) seperti yang diungkapkan oleh Triyuwono 
(2006).  
Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora “amanah” bisa 
diturunkan menjadi metafora “zakat” atau realitas organisasi yang 
dimetaforakan dengan zakat. Ini berarti bahwa organisasi bisnis bukan 
hanya profit oriented, atau stakeholder oriented, tetapi zakat oriented. 
 
Dalam pernyataannya ini BMI berhasil menunjukkan bahwa bukanlah 
sebuah perusahaan yang hanya berfokus pada laba namun juga zakat. Zakat itu 
bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari 
hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar. 
Untuk membantu dalam mengelola dan dari kegiatan sosial, Baitulmaal 
Muamalat (BMM) yang merupakan yayasan yang didirikan oleh Bank Muamalat 
pada 16 Juni 2000 sebagai perpanjangan tangan perseroan dalam melaksanakan 
kegiatan sosial. Tahun 2010 merupakan periode penguatan organisasi dan 
jaringan BMM agar semakin dipercaya dan senantiasa berprestasi di bidang 
perzakatan. Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan BMM bersumber dari 
alokasi dana CSR Bank Muamalat, dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) perseroan, 
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karyawan dan nasabah Bank Muamalat, serta dana Non-ZIS perusahaan dan dana 
sosial lainnya.  
Adapun visi yang menjadi penggerak BMM untuk membantu pihak-pihak 
yang membutuhkan yakni Menjadi motor penggerak program kemandirian 
ekonomi ummat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang berkarakter, 
tumbuh dan peduli. Dan misi yang menjadi landasan BMI yakni pertama,  
melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara 
terintegral dan komprehensif. Kedua, membangun dan mengembangkan jaringan 
kerja pemberdayaan seluasnya. Adapun program yang dijalankan BMM sebagai 
berikut pemberdayaan ekonomi program pendidikan, program santunan sosial,  
program santunan kesehatan program corporate social responsibility (csr),  dan 
program non-zis( zakat, infaq, dan sedeqah). BMI tidak membuat laporan sumber 
dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan laporan sumber dari 
penggunaan dana Qardhul Hasan karena BMI tidak secara Iangsung menjalankan 
fungsi penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah serta dana Qardhul Hasan 
tersebut. 
5.3.4 Distribusi Nilai Tambah kepada Penyandang Dana (Nasabah) 
Tahun % Nilai Tambah 
 
2008 
2009 
2010 
 
 
49,76 % 
67,57 % 
56,78 % 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diilustrasikan bahwa distribusi niali 
tambah terhadap penyandang dana berupa bagi hasil kepada nasabah mengalami 
kondisi yang fluktuatif. Sumber dari nilai tambah penyandang dana ini berasal 
dari Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Sukuk Mudharabah 
Subordinasi, dan bonus giro wadiah. 
Pada tahun 2008 distribusi nilai tambah sebesar Rp. 523.937.879 atau 
49,76 %, merupakan nilai tambah yang besar untuk penyandang dana. Distribusi 
nilai tambah tahun 2009 mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi Rp. 
841.868.023 atau 67,57 % walaupun tidak dibarengi dengan kenaikan laba 
bersih, namun penyandang tetap memproleh nilai tambah yang tinggi karena 
pertumbuhan aset didorong dengan mengakselerasi pertumbuhan DPK sebesar 
32,19%, berimplikasi pada meningkatnya distribusi bagi hasil kepada nasabah 
yang dilaporkan naik 59,39% dari Rp 515,42 miliar menjadi Rp 821,54 miliar 
pada tahun 2009.  
Sedangkan pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar Rp. 775.823.023 
atau 56,78%, walaupun secara persentase terjadi penurunan namun di sisi lain 
DPK dari segi nominal mengalami kenaikan. Hal tersebut menandakan bahwa 
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BMI sangat peduli terhadap para nasabah atau penyandang dana, yang 
merupakan pihak penting dan pendukung utama dalam proses operasional 
perusahaan. 
Berdasarkan porsi distribusi nilai tambah kepada penyandang merupakan 
yang terbesar dibandingkan pendistrbusian nilai tambah lainnya. Ini 
membuktikan bahwa BMI memberikan respon yang sangat besar terhadap 
prinsip utama islam (bagi hasil), dimana prinsip bagi hasil (profi sharing) 
merupakan karakteristik utama dan landasan dasar operasional bagi bank syariah 
secara keseluruhan.  
5.3.5 Distribusi Nilai Tambah kepada Pemilik 
Tabel 5.9 
Tahun % Nilai Tambah 
 
2008 
2009 
2010 
 
 
8,86 % 
3,04 % 
0,64 % 
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
2008 2009 2010
Distribusi Pemilik
 
Porsi pemegang saham yang direpresentasikan oleh dividen pada tahun 
2008 sebesar Rp. 93.244.988 atau 8,86 %. Tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 
Rp. 37.896.346 atau 3,04 %, karena penurunan laba bersih yang sangat signifikan 
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sehingga porsi distribusi nilai tambah dalam bentuk dividen senantiasa menurun. 
Sedangkan tahun 2010 dividen yang dibagikan sebesar Rp. 8.770.471 atau 0,64 
% disebabkan oleh Penyisihan sebagian laba bersih tahun 2010 sejumlah Rp 
46.666.818 dibagikan dalam bentuk dividen saham yang dimasukkan dalam 
tambahan modal disetor tahun 2011 pada tanggal 11 Juli 2011, meskipun laba 
bersih pada tahun tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan. 
5.3.6 Distribusi Nilai Tambah kepada Laba Ditahan 
Tabel 5.10 
Tahun % Nilai Tambah 
 
2008 
2009 
2010 
 
 
10,46 % 
  0,99 % 
11,87 % 
 
 
Pendistribusian nilai tambah laba ditahan pada tahun 2008-2010 terjadi 
secara fluktuatif. Tahun 2008 laba ditahan mencapai Rp. 110.115.793 dan 
persentase sebesar 10,46 % disebabkan oleh laba yang diperoleh BMI mengalami 
peningkatan meskipun tahun 2008 merupakan tahun yang penuh tantangan dan 
keberhasilan bagi Bank Muamalat, tetapi terjadi penurunan yang sangat drastis 
pada tahun 2009 sebesar Rp. 97.819.828 menjadi Rp. 12.295.965 atau 0,99 % 
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karena laba operasional yang diperoleh juga mengalami penurunan yang 
signifikan. Sedangkan tahun 2010 BMI kembali mengalami kenaikan menjadi 
Rp. 162.168.265 atau 11,87 %. Laba ditahan dalam konteks nilai tambah 
diasosiasikan sebagai nilai yang ditanam dalam BMI. 
 
5.4 Bentuk Akuntanbilitas BMI kepada Tuhan  
Menurut Triyuwono (2003) bahwa pada dasarnya akuntansi syariah 
merupakan instrumen yang digunakan manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas 
vertikal), stakeholders (manusia), dan alam (akuntabilitas horizontal). Hal tersebut 
memiliki implikasi terhadap dua hal. Pertama, akuntansi syariah harus dibangun 
sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai syariah sehingga “bentuk” akuntansi syariah 
(dan konsekuensinya berupa informasi akuntansi yang disajikan) menjadi lebih adil, 
tidak berat sebelah, adanya unsur sinergi oposisi biner (epistimologi berpasangan) 
sebagaimana yang ditemukan di akuntansi modern yang penuh dengan unsur kapitalis 
dan eksploitatif, serta memenangkan nilai maskulin dan material. Kedua, praktik 
bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-
nilai etika syariah. Sehingga, jika dua implikasi ini benar-benar ada, maka 
akuntabilitas yang dilakukan manajemen adalah akuntabilitas yang suci atau dengan 
kata lain manajemen memberikan “persembahan” yang suci kepada Tuhan, dan 
sebaliknya Tuhan menerimanya dan memberikan ridha kepada manajemen tersebut. 
Concern dari Akuntansi Syariah adalah mendorong manusia untuk kembali ke Tuhan, 
maka sewajarnyalah kalau konstruksi Akuntansi Syariah berangkat dari Tauhid. 
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Seperti yang diungkapkan dalam shariah enterprise theory, ada tiga 
stakeholder yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak yang tertinggi 
di muka bumi dan pusat dari segala sesuatu di dunia untuk menjadi tempat 
kembalinya manusia dan alam semesta. Dengan menempatkan Tuhan sebagai 
stakeholders tertinggi, maka tercipta akuntabilitas secara vertikal yang berfungsi 
sebagai tali pengikat agar Akuntansi Syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang 
dapat membangkitkan kesadaran keTuhanan bagi setiap yang mengaplikasikannya. 
Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai stakeholders tertinggi adalah digunakannya 
sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi Akuntansi Syariah dan dibangun 
berdasarkan pada tata aturan dan hukum-hukum Tuhan. Dalam akuntanbilitasnya 
pada Tuhan, diungkapkan juga oleh Mulawarman (2009) : 
Akuntanbilitas Abd‟ Allah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang 
berhubungan dengan ketundukan syariah. Akuntabilitas Abd‟ Allah primer 
merupakan kepatuhan perusahaan melakukan penyucian segala sesuatu 
yang diterima, diproses maupun didistribusika secara halal. Akuntabilitas 
Abd‟ Allah sekunder merupakan kepatuhan perusahaan melakukan 
penyucian yang diterima, diproses maupun didistribusikan yang bebas riba. 
Bentuk Akuntanbilitas BMI secara horizontal di gambarkan atau 
diimplikasikan melalui pembayaran zakat. Selain sebagai bentuk kepedulian dan 
pertanggungjawaban kepada sosial dan lingkungan juga sebagai bentuk ketundukan 
dan ketaatan kepada Tuhan yang merupakan pihak tertinggi di dunia ini. Bentuk 
kesadaran keTuhanan yang diterapkan oleh BMI yaitu melaksanakan usaha 
perbankan yang didasari oleh prinsip-prinsip islami atau syariah mulai dari produk 
yang dikeluarkan ataupun operasional perusahaan yang bebas riba 
Kepatuhan pada Tuhan juga diterapkan BMI dalam bentuk penerapan prinsip 
“calestial management” yang diterapkan BMI dengan cara menjadikan,  muamalat 
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spirit sebagai sebuah pilar yang meningkatkan kualitas sumber daya insani yang 
merupakan bagian dari pengabdian kepada Tuhan (a place of worship). Setiap insan 
muamalat harus berkontribusi secara optimal dalam dinamika organisasi kompetitif, 
dengan budaya mencipta, mengelola dan mendistribusikan kemakmuaran ( a place of 
wealth) akan menjadi kenyataan. Kemakmuran yang dimaksud adalah PIKR (power, 
information, knowledge, and rewards) yang senantiasa didistribusikan secara intensif. 
Pada gilirannya komunitas unggul akan terbentuk dari mereka yang siap berjuang 
setiap saat untuk menegakkan perekonomian islam (a placeof wafare) dengan 
menggunakan atribut MIKR (militan, intelek, kompetitif dan regeneratif). 
Semua bentuk kegiatan operasional BMI berorientasi pada nilai-nilai syariah. 
Ketundukan BMI dalam melaksanakan fungsi usaha tidak lepas dari harapan mereka 
untuk mendapatkan ridha dari Tuhan dan menjalankan amanah yang telah diberikan 
Tuhan sebagai khalifatullah fil ardh. 
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5.5 Analisis Rasio Distribusi Nilai Tambah 
 
Tabel 5.11 
Perhitungan Rasio Distribusi Nilai Tambah 
 
Distribusi 
nilai tambah 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 
Karyawan  
(gaji) 
 
 
= 0,217 
 
 = 
0,267 
 
= 
0,259 
 
Pemerintah  
(pajak) 
 
 
= 
0,087 
 
= 
0,012 
 
= 
0,044 
 
Masyarakat  
(zakat) 
 
 
= 
0,005 
 
= 
0,006 
 
= 
0,004 
 
Penyandang 
Dana 
(bagi hasil) 
 
 
= 
0,498 
 
= 
0,676 
 
= 
0,568 
 
Pemilik  
(dividen) 
 
 
= 
0,089 
 
= 
0,031 
 
= 
0,006 
 
Laba Ditahan 
 
= 
0,105 
 
= 
0,009 
 
= 
0,119 
 
 
Melihat dari Laporan Nilai Tambah yang disajikan BMI mengindikasikan 
bahwa BMI bukanlah sebuah entitas yang berfokus kepada shareholder oriented 
melainkan sudah mengarah ke ranah sosial kemasyarakatan (social responsibility). 
Berdasarkan Laporan Nilai Tambah yang disajikan, terlihat bahwa selain 
mengutamakan pemegang saham yang diwujudkan dalam bentuk dividen BMI telah 
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memperhatikan stakeholder lain terutama penyandang dana dan karyawan dengan 
memberikan porsi distribusi nilai tambah yang besar.  
Shareholder oriented dikhususkan untuk para pemegang saham dan para 
kreditur, bagaimana memberikan kesejahteran sebesar-besarnya kepada mereka 
melalui laba operasional yang tinggi sehingga terjamin kepastian pengembalian klaim 
dalam perusahaan dan cenderung tidak memperhatikan pihak-pihak lain tidak yang 
memiliki klaim terhadap perusahaan. Suatu entitas yang mengedepankan tujuan 
kelangsungan hidupnya untuk shareholder, berarti manajemen dalam perusahaan 
tersebut akan berupaya semaksimal mungkin dalam setiap periode berorientasi pada 
profit. Hal yang tidak memiliki pengaruh terhadap profit oriented perusahaan seperti 
social responsibility akan dianggap sebagai suatu pemborosan dan beban non 
operasional untuk perusahaan yang justru akan mengurangi distribusi kesejahteraan 
bagi pemilik (pemegang saham). 
Pada Laporan Nilai Tambah BMI, distribusi nilai tambah terbesar diberikan 
kepada penyandang dana dan karyawan. Persentase nilai tambah kepada penyandang 
dana pada tahun 2008 sebesar 49,76 %, mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 
67,57 % pada tahun 2009, dan tahun 2010 distribusi nilai tambah dalam bentuk bagi 
hasil sebesar 56,78 %. Bagi suatu perbankan, nasabah adalah faktor terpenting dalam 
operasional perusahaan, tanpa adanya nasabah maka suatu perbankan tidak akan 
mampu menjalankan fungsi mereka. Seperti yang dikatakan Nor Hadi (2010) bahwa : 
Berkaitan dengan bagaimana perusahaan seharusnya menjalin hubungan 
dengan para konsumen, hal ini dipandang sangat penting karena going 
concern perusahaan sangat tergantung pada komitmen dan legitimasi 
konsumen dalam menjalin hubungan dengan perusahaan. 
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Terkait dengan porsi distribusi nilai tambah terbesar yang diberikan kepada 
penyandang dana oleh BMI, menjelaskan bahwa BMI telah menerapkan profit 
sharing yang merupakan konsep operasional perbankan syariah yang telah 
berlandaskan nilai-nilai syariah. Menelisik dari distribusi nilai tambah yang 
mengalami kenaikan kepada para penyandang dana telah memperlihatkan bahwa 
BMI terus mengupayakan untuk meberikan kesejahteraan kepada penyandang dana 
dibandingkan para pemegang saham dan perusahaan. 
Selain kepada nasabah (penyandang dana), BMI juga memperhatikan 
distribusi nilai tambah untuk karyawan. BMI melakukan peningkatan kemampuan 
karyawan dengan perekrutan karyawan secara profesional, program pelatihan 
karywan. Perusahaan dan karyawan memiliki keterkaitan yang kuat dan 
menimbulkan hubungan mutualisme. Karyawan merupakan aset terbesar bagi 
perusahaan, karena mereka merupakan sumber daya insani untuk menjalakan fungsi 
perusahaan, begitu juga dengan karyawan yang membutuhkan perusahaan sebagai 
sumber untuk menunjang kesejahteraan hidupnya sekaligus sebagai wadah untuk 
mengimplementasikan disiplin ilmu yang dimiliki para karyawan.  
Dengan ilustrasi seperti itu, maka sewajarnya seorang karyawan diperhatikan 
kesejahteraanya oleh perusahaan jangan hanya dituntut kewajibannya dengan 
berbagai macam beban pekerjaan, begitu pula dengan karyawan jangan hanya 
menuntut hak dengan kenaikan gaji tetapi tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana mestinya. Karena jika seorang karyawan bersunguh-sungguh 
melaksanakan kewajiban, maka perusahaan tersebut akan bertumbuh secara sehat dan 
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berkembang, dan otomatis hal tersebut akan berimplikasi untuk kesejahteraan 
karyawan. 
Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, 
dedikasi, disiplin dan sikap loyal terhadap perusahaan sehingga labour turnover 
relatif rendah. Untuk mempertahankan seorang karyawan seperti melindungi bunga 
dandelion agar tak bertebaran, dengan demikian perusahaan seharusnya memberikan 
timbal balik yang sesuai dengan kerja keras para karyawan, seperti memberikan 
bonus ataupun kompensasi. 
Distribusi nilai tambah kepada karyawan BMI pada Tahun 2008 adalah 21,77 
%, tahun 2009 sebesar 26,66 %, dan tahun 2010 sebesar 25,98 %. Meskipun dari segi 
persentase nilai tambah karyawan dalam keadaan fluktuatif, tapi dari segi nominal 
mengalami peningkatan yang signikan. Itu membuktikan bahwa BMI selalu 
maksimal dalam memperhatikan kesejahteraan karyawannya karena BMI menyadari 
betapa penting fungsi karyawan dalam sebuah perusahaan. 
Berbagai cara yang dilakukan oleh BMI untuk lebih mensejahterakan 
karyawannya yakni dengan adanya program pelatihan dan kegiatan karyawan. Tujuan 
dilakukan hal tersebut agar karyawan BMI mampu menjalankan fungsinya dengan 
baik sesuai dengan kompetensi, pendidikan pelatihan, dan semangat spiritual yang 
dimiliki. Selain itu untuk mempererat tali silaturahmi dengan karyawan, BMI juga 
menyelenggarakan program pensiun dimana bank memberikan tunjangan kepada 
mereka para karyawan tetap yang berumur tidak lebih dari 56 tahun. BMI melakukan 
berbagai cara untuk mensejahterakan karyawannnya karena dengan peningkatan 
kesejahteraan karyawan sangat berpengaruh terhadap kinerja baik secara individual 
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maupun kelompok.  Penyelenggaraan program BMI dilaporkan berdasarkan laporan 
tahunan BMI  dalam laporan keuangan konsolidasi (2010) yang menjelaskan bahwa : 
Bank menyelenggarakan program pensiun iuran Pasti (Defined 
Contribution Pension Plan) untuk seluruh karyawan tetap yang berumur 
tidak lebih dari 56 tahun. Iuran yang ditanggung Bank diakui sebagai 
beban pada periode berjalan. Program pensiun iuran pasti digunakan 
sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun. 
 
Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, disimpulkan bahwa tanggung 
jawab Bank Muamalat Indonesia kepada stakeholder melalui perhitungan distribusi 
nilai tambah menyatakan BMI bukanlah sebuah institusi yang bersifat shareholder 
oriented, dimana perusahaan hanya memiliki kepedulian dan tanggung jawab 
terhadap pemegang saham. Dengan adanya laporan nilai tambah terlihat distribusi 
nilai tambah perusahaan selama ini kepada para stakeholder. Melalui konsep nilai 
tambah, BMI ternyata memiliki kepedulian yang sangat besar kepada stakeholders 
secara luas, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Selain itu membuktikan bahwa melalui 
konsep nilai tambah, BMI telah mampu memperlihatkan jika perbankan syariah telah 
menjalankan amanah yaitu sebagai khalifatullah fil ardh yang diimplikasikan melalui 
pembayaran zakat dan penerapan calestial management untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya insani yang merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah.  
Kepedulian ini diwujudkan dengan kesediaan manajemen untuk 
mendistribusikan nilai tambah kepada semua pihak yang terlibat dalam perolehan 
nilai tambah, baik itu karyawan, nasabah (penyandang dana), pemerintah, 
masyarakat, pemilik, dan laba ditahan. Serta BMI telah membuktikan bahwa misi 
yang menjadi acuan untuk keberlangsungan perusahaan yaitu menjadi role model 
lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, 
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keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan 
nilai kepada stakeholder telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Namun dari segi 
proporsional pendistribusian nilai tambah kepada stakeholder, BMI memiliki 
kepedulian yang maksimal hanya kepada karyawan dan nasabah (penyandang dana) 
sehingga diharapkan pada periode selanjutnya BMI juga mendistribusikan nilai 
tambah secara merata terhadap stakeholder lainnya. 
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BAB VI 
PENUTUP 
6.1  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa tanggung jawab Bank Muamalat Indonesia kepada stakeholders melalui 
perhitungan distribusi nilai tambah menyatakan BMI bukanlah sebuah institusi yang 
bersifat shareholder oriented, dimana perusahaan hanya memiliki kepedulian dan 
tanggung jawab terhadap pemegang saham. Dengan adanya laporan nilai tambah 
terlihat distribusi nilai tambah perusahaan selama ini kepada para stakeholder. 
Melalui konsep nilai tambah, BMI ternyata memiliki kepedulian yang sangat besar 
kepada stakeholders secara luas, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Selain itu 
membuktikan bahwa melalui konsep nilai tambah, BMI telah mampu 
memperlihatkan jika perbankan syariah telah menjalankan amanah yaitu sebagai 
khalifatullah fil ardh yang diimplikasikan melalui pembayaran zakat dan penerapan 
calestial management untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani yang 
merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah.  
Kepedulian ini diwujudkan dengan kesediaan manajemen untuk 
mendistribusikan nilai tambah kepada semua pihak yang terlibat dalam perolehan 
nilai tambah, baik itu karyawan, nasabah (penyandang dana), pemerintah, 
masyarakat, pemilik, dan laba ditahan. Serta BMI telah membuktikan bahwa misi 
yang menjadi acuan untuk keberlangsungan perusahaan yaitu menjadi role model 
lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, 
keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan 
nilai kepada stakeholder telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Namun dari segi 
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proporsional pendistribusian nilai tambah kepada stakeholder, BMI memiliki 
kepedulian yang maksimal hanya kepada karyawan dan nasabah (penyandang dana) 
sehingga diharapkan pada periode selanjutnya BMI juga mendistribusikan nilai 
tambah secara merata terhadap stakeholder lainnya. 
 
6.2  Saran 
Adapun saran yang dapat peneliti berikan untuk kepentingan penelitian 
berikutnya adalah : 
1. Laporan Nilai Tambah masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya 
menganut prinsip-prinsip syariah murni, sehingga diharapkan ke depannya 
ada alternatif konsep perhitungan distribusi nilai tambah yang lebih syariah. 
2. Diharapkan kepada BMI untuk lebih mengutamakan seluruh stakeholder 
dengan mendistribusikan nilai tambah secara merata, bukan hanya 
penyandang dana dan karyawan. 
3. Karena keterbatasan waktu dari segi laporan keuangan hanya sampai pada 
tahun 2010, di harapkan agar sekiranya penelitian ke depan melihat apakah 
BMI sudah concern kepada masyarakat dari tahun ke tahun dalam bentuk 
zakat atau hanya sebuah manipulasi nilai tambah dari segi persentase 
distribusi nilai tambahnya. 
4. Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai laporan keuangan perbankan syariah 
sehingga menciptakan perbankan syariah yang telah berdasarkan konsep islam 
seutuhnya, oleh karena itu dukungan akademisi sangat diperlukan guna 
memahamkan perlunya keberadaan akuntansi syariah 
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